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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah masalah yang belum 
akuntabelnya pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. 
Kurangnya akuntabel karena banyaknya oknum-oknum yang tidak 
bertanggungjawab berkeliaran disana. Pelayanan pembuatan paspor di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar belum sepenuhnya akuntabel atau belum efektif dari 
aspek prosedur, tepat waktu, biaya, dan responsif. 
Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas para pegawai di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dalam pelayanan pembuatan paspor yang dilihat 
dari 4 (empat) aspek, yaitu : prosedur, tepat waktu, biaya, dan responsif. Keempat 
indikator tersebut dari teori Sheila Elwood. Dasar penelitian ini adalah bersifat 
kualitatif dengan tipe penelitian secara deskriptif. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Kemudian data dan hasil wawancara yang diperoleh dianalisis 
secara deskriptif kualitatif. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari hasil survey 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar dengan 150 responden pemohon jasa keimigrasian bahwa kinerja unit 
pelayanan  mendapatkan nilai B (Baik). Dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dari segi pelayanan belum efektif. Menunjukkan 
bahwa belum akuntabel karena ketepatan biaya dan waktu terkadang ada yang 
belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur yang masih berbelit-belit 
dan sikap responsif pegawai yang masih minim. Sehingga memunculkan oknum-
oknum yang tidak bertanggungjawab di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Oleh 
karena itu, perlu kiranya akuntabilitas lebih ditingkatkan lagi.   
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This research is motivated by a problem that has not akuntabelnya passport 
services in Class I Immigration Office Makassar. Lack of accountability because of 
the many elements that are irresponsible wandering there. Service passport at the 
Immigration Office Makassar Class I has not yet fully accountable or effective 
aspects of the procedures, time, cost, and responsiveness. 
 
The purpose of this research is how the accountability of the employees at 
the Immigration Office Class I Makassar in service passports are viewed from four 
(4) aspects, namely: the procedures, time, cost, and responsiveness. Four 
indicators of theory Sheila Elwood. The basis of this research is qualitative 
descriptive research type. Techniques used in data collection are observation, 
interview, and documentation. Then the data and the interviews were analyzed 
descriptively qualitative. 
 
From the research carried out showed that the survey results Community 
Satisfaction Index (HPI) conducted by the Office of Immigration Class I Makassar 
with 150 respondents applicant immigration services that the performance of the 
service unit to get the value of B (Good). It can be seen that the performance of 
services in Class I Immigration Office Makassar in terms of services has not been 
effective. Shows that have not been accountable for the accuracy of the cost and 
time sometimes there is not in accordance with applicable regulations. The 
procedure is straightforward and responsive attitude of employees are still minimal. 
Thus developed the elements that are irresponsible in Class I Immigration Office 
Makassar. Therefore, it would need to be further enhanced accountability. 
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 PENDAHULUAN  
I.1 Latar Belakang 
       Pelanggaran etika atau misconduct di dalam instansi-instansi pemerintah 
sering kita dapati, termasuk dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
Selama proses pelayanan publik jarang berlangsung memuaskan. Banyak 
masalah kenegaraan yang dihadapi akhir-akhir ini, tetapi yang paling krusial 
adalah masalah “perilaku birokrasi” yang terus mengorbankan kepentingan publik. 
Masalah ini sudah seharusnya menjadi agenda kenegaraan yang mendesak untuk 
ditangani karena memiliki dampak negatif jangka panjang yang fatal.  Di Indonesia, 
birokrasi cenderung diartikan berbelit-belit. Kendati sebenarnya bila orang-orang 
yang berada di belakang meja itu disiplin, terampil, taat pada tugas, dan tidak 
membedakan orang. Aparat dan sistem birokrasi kita cenderung menjadi problem 
dalam masyarakat daripada sebagai penyelesai masalah. Dirasakan terdapat 
keengganan luar biasa dari masyarakat untuk bersentuhan dengan birokrasi, 
sebab kalaupun harus bersentuhan itu karena terpaksa. Skandal etika ini memang 
semakin meluas, tidak saja disebabkan oleh semakin banyak aturan yang 
membatasi moral pejabat tetapi juga oleh semakin banyak tuntutan politik agar 
pejabat publik harus mengikuti nilai-nilai dasar yang mereka tuntut. Dalam era 
demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi perlu 
menyadari bahwa hakikat pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang 
mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang 
dimanifestasikan antara lain dalam perilaku "melayani, bukan dilayani", 
"mendorong, bukan menghambat", "mempermudah, bukan mempersulit", 
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"sederhana, bukan berbelit-belit", "terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk 
segelintir orang (Mustopadidjaja AR, 2002)." 
       Dalam negara demokratis, birokrasi diharapkan dapat menjadi alat untuk 
menjembatani kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh penguasa. 
Tidak sebagaimana pendapat para awam yang melihat birokrasi sebagai penyakit 
adminstratif yang meresahkan masyarakat. Birokrasi di Indonesia harus 
direformasi. Birokrasi di Indonesia terkenal dengan “kacau balau” karena korupsi 
di Indonesia sering terjadi dimana-mana, baik dilembaga eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif. Ada benang kusut yang harus dirunut. Maksudnya, harus ada langkah 
nyata agar tata kelola kepemerintahan yang baik menjadi realita. Ironisnya selama 
ini birokrasi kita belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Banyak para 
birokrat yang mengambil kesempatan dalam pemberian pelayanan. Misalnya, 
mereka tidak melihat warga masyarakat sebagai citizen tetapi melihat masyarakat 
sebagai pelanggan. Siapa yang punya uang lebih itu yang lebih diutamakan dalam 
pelayanan dan pelayanan masih sangat dipengaruhi oleh hubungan 
kekeluargaan, kesamaan afiliasi politik, suku, dan agama. Pelayanan di Indonesia 
terlalu birokratis, pelayanan pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang 
terdiri dari beberapa meja ke meja lainnya sehingga menyebabkan penyelesaian 
pelayanan yang lama. Sehingga menimbulkan munculnya oknum-oknum yang 
tidak bertanggungjawab yang mengambil keuntungan dari masyarakat yang ingin 
menggunakan jasa tersebut. Contoh kasus seperti yang terjadi pembuatan paspor 
di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Banyak para calo-calo yang menawarkan jasa 
pembuatan paspor secara instan (tepat waktu dan mudah).  
       Penyebab utama dari berbagai permasalahan dalam birokrasi adalah kurang 
disiplinnya para aparatur negara di tanah air selama ini dalam pelayanan publik 
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sehingga bermunculanlah yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 
dan kualitas birokrasi kita kini terus berangsur merosot. Padahal birokrasi adalah 
pihak yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab yang sangat besar dalam 
menjalankan roda pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Hampir 
seluruh aspek kehidupan masyarakat kita diatur atau mendapatkan intervensi 
birokrasi. Sayangnya, pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang begitu 
besar kepada birokrasi ini kurang didukung oleh kualitas atau kemampuan 
birokrasi yang memadai dan akhirnya banyak menimbulkan masalah. 
       Kewajiban para birokrat diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 30 
Tahun 1980. Sedangkan larangannya yang tidak boleh dilanggar diatur dalam 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980. Para birokrat harus mengetahui 
apa kewajibannya dan apa larangannya. Jika mereka melenceng atas tugas dan 
kewajibannya mereka akan dikenakan hukuman. Tingkat hukumannya adalah : 
hukuman disiplin, hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat.  
       Secara konseptual, good governance oleh UNDP dipahami sebagai 
implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses manajemen 
berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. Merujuk pada 
konsepsi tersebut, good governance memiliki beberapa atribut kunci seperti efektif, 
partisipatif, transparan, akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu 
mempromosikan penegakan hukum. Di atas semua itu, atribut utama good 
governance adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam 
penyelesaian berbagai persoalan publik. Dalam konteks itu, mekanisme kontrol 
(check and balance) perlu ditegakkan sehingga tidak ada satu komponen pun yang 
memegang kekuasaan absolut. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah 
dengan menegakkan akuntabilitas sistem, struktur, organisasi dan staf atas apa 
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yang menjadi tanggungjawab, fungsi, tugasnya yang antara lain terlihat dari 
perilaku atau budaya kerjanya. Semangat reformasi telah mewarnai 
pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi 
negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas 
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan 
mempraktekkan prinsip good governance. Terselenggaranya good governance 
merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam 
mencapai tujuan dan cita-cita bangsa negara. Dalam rangka hal tersebut, 
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang 
tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 
dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab. 
Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum terlaksananya  
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, 
pelayanan publik harus dilaksanakan secara akuntabel oleh setiap unit pelayanan 
instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik belum 
memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagi 
O’Connel akuntabilitas terlihat apabila layanan yang diberikan publik berkualitas 
tinggi, biaya yang dikeluarkan minim, dan terlaksana dengan baik (O’Connel, 85-
93, 2005)  
       Ada tiga dimensi dalam akuntabilitas, yaitu : (1) akuntabilitas politik, biasanya 
dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu mandat yang diberikan 
masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dan eksekutif 
dalam suatu pemerintahan. Masa jabatan kedua kekuasaan tersebut bersifat 
temporer karena mandat pemilu sangat tergantung pada hasil pemilu yang 
dilakukan pada interval waktu tertentu, (2) akuntabilitas finansial, fokus utamanya 
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adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, 
yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. 
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan 
untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah 
pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta 
kualitas audit, dan (3) akuntabilitas administrasi, merujuk pada kewajiban untuk 
menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja 
otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, 
akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayan publik, khususnya 
para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para manajer 
perusahaan milik negara. Disisi lain juga terdapat kategori lainnya tentang 
akuntabilitas, yaitu akuntabilitas langsung dan tidak langsung (Polidano, 1998). 
Akuntabilitas langsung menyangkut tentang pertanggungjawaban vertikal melalui 
rantai komando tertentu. Sedangkan, akuntabilitas tidak langsung berkaitan 
dengan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, 
konsumen, atau kelompok klien. Sesuai dengan judul penelitian ini, akuntabilitas 
yang tepat adalah akuntabilitas administrasi dan akuntabilitas tidak langsung 
karena menyangkut tentang pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
       Dikaitkan dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu “Akuntabilitas Pelayanan 
Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar”. Paspor adalah dokumen 
resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang 
memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar 
negara. Paspor berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain, foto 
pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan, 
dan terkadang juga informasi tambahan mengenai identifikasi individu. Paspor 
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biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan 
ketika memasuki perbatasan suatu negara. Paspor terbagi atas beberapa jenis, 
yaitu : paspor biasa, diplomatik, dinas/resmi, orang asing, kelompok, dan haji dan 
umrah. 
       Mengenai akuntabilitas terhadap masyarakat berkaitan dengan pelayanan 
yang diberikan. Peneliti akan membahas tentang akuntabilitas para pegawai 
birokrat di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar atas pemberian pelayanannya kepada 
warga masyarakat yang membutuhkan jasa mereka. Di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar memang telah menekankan bahwa sudah tidak ada lagi calo-calo dalam 
pembuatan paspor dengan salah satu caranya pembayaran pembuatan paspor 
bukan lagi melalui pegawai tetapi langsung mentransfer ke rekening bank kantor 
imigrasi  tapi, nyatanya para oknum tersebut masih ada yang berkeliaran di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar tersebut. Kita tidak dapat membedakan apakah ini 
pegawai yang betul-betul menjalankan tugasnya atau juga merangkap sebagai 
calo-calo yang mengambil keuntungan dari masyarakat yang ingin menggunakan 
jasa mereka. Hal ini juga terkadang digunakan para masyarakat yang tidak 
mempunyai waktu dalam mengurus-urus seperti orang-orang penting yang harus 
selalu ada di kantornya. Mereka terkadang lebih memilih cara yang instan yaitu 
menggunakan jasa calo-calo, dengan begitu mereka hanya membayar lebih dan 
menunggu paspornya telah selesai. Cara ini memang lebih memudahkan kita 
dalam pengefisien waktu karena tidak lagi berurusan dengan urusan yang berbelit-
belit yang harus pindah dari meja satu ke meja yang satunya. Tapi, dengan adanya 
calo-calo ini sama saja kita menimbulkan KKN dan akuntabilitas pemberian 
pelayanan terhadap masyarakat berkurang, bisa saja kita menganggap 
masyarakat itu bukan lagi citizen yang harus di layani tetapi melihat mereka 
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sebagai pelanggan kita layaknya dalam perusahaan bisnis, siapa yang membayar 
lebih dia yang diutamakan. Dimana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai 
permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan eksistensinya oleh rakyat. 
Disamping itu, terdapat pula kecenderungan adanya ketidakadilan dalam 
pelayanan publik dimana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit 
mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki "uang", dengan 
sangat mudah bisa mendapatkan segala yang diinginkan. 
Apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka 
pelayanan yang diskriminatif ini akan berpotensi menimbulkan konflik laten dalam 
kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain kemungkinan terjadinya disintegrasi 
bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks 
pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat 
meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. 
       Fenomena yang didapati oleh peneliti adalah terdapatnya calo-calo yang 
menawarkan jasa mereka dalam pembuatan paspor secara instan. Sudah dua kali 
peneliti mendapatkan calo, pertama menawarkan pembuatan paspor secara 
instan oleh petugas travel dengan harga Rp 500.000 per orang pada tahun 2013 
dan yang kedua sama halnya dengan yang pertama menawarkan pembuatan 
paspor oleh pegawai kantor imigrasi sendiri dengan harga Rp 700.000 per orang 
pada tahun 2014. Dengan menggunakan jasa mereka masyarakat hanya tunggu 
jadi paspor datang kerumah atau bisa diambil sendiri di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar dalam waktu hanya 1-4 hari dan tidak perlu lagi bolak-balik ke Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar. 
“Rakyat Sulsel pun mencari tahu. Berkenalan dengan calo. Sebut saja 
namanya Hasan. Pria yang sehari-harinya mangkal di Kantor Imigrasi tersebut 
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menawarkan jasanya. Bisa mengurus paspor dengan biaya Rp500-600 ribu. 
“Kalau mau cepat, bisa saya urus. Paling cepat empat hari dan paling lama 
seminggu. Jadi, adik sisa tunggu untuk difoto, kemudian sisa tunggu paspornya 
jadi,” ucap Hasan. Di kantor ini, banyak calo seperti Hasan. Bahkan, dari 
pengamatan Rakyat Sulsel, tidak jarang, orang yang memakai seragam pegawai 
Imigrasi terlihat mondar-mandir membawa berkas mengurus paspor. Sulit 
membedakan antara calo dan pegawai Imigrasi. Karena mereka dalam 
menjalankan aksinya lebih leluasa keluar masuk, ke ruang kerja staf imigrasi”. 
(Rakyat Sulsel Online, 20 Desember 2015). 
       Berbagai fenomena penyelenggaraan pelayanan publik diatas menunjukkan 
belum termanifestasikannya  pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, 
dan murah biaya dalam hal akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood. Hal ini 
mengidentifikasikan aparat birokrat belum akuntabel dalam penyelenggaraan 
pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa. Dalam hal prosedur pelayanan 
di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar termasuk dalam kategori yang berbelit-belit, 
warga harus bolak-balik datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sebanyak dua 
kali untuk melengkapi prosedur pembuatan paspor tersebut sehingga 
membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian pembuatan paspor. Dalam  
waktu penyelesaian paspor adalah empat hari (hanya terhitung waktu kerja) yang 
terkadang biasa mencapai satu minggu ini disebabkan karena kurang efektifnya 
para aparat dalam masalah waktu yang diberikan. Kurang responsifnya para 
aparat di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dalam hal memberikan penjelasan 
syarat-syarat pembuatan paspor dan kurangnya keramahan yang diberikan untuk 
warga masyarakat pengguna jasa. Dilihat dari kesenjangan diatas banyak 
menimbulkan masalah-masalah yang tidak sesuai sehingga dapat menimbulkan 
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oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang biasa kita sebut sebagai calo. 
Dengan adanya calo tersebut maka dapat dilihat lagi dari aspek biaya pembuatan 
paspor yang biaya sebenarnya adalah Rp 360.000 tetapi kalau menggunakan jasa 
calo biaya yang dikeluarkan lebih dari harga yang ditetapkan. 
       Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel terhadap 
pengguna jasa, ditetapkan Keputusan Menteri PAN Nomor. 
26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi 
seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas 
transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai :” Akuntabilitas Pelayanan Pembuatan Paspor di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar”. 
 
I.2      Rumusan Masalah 
       Sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang telah diterapkan oleh 
instansi-instansi pemerintahan, akuntabilitas termasuk dalam prinsip tersebut.  
Akuntabilitas pelayanan publik yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
khususnya pada pelayanan pembuatan paspor, apakah dilihat sudah berjalan 
sesuai dengan prinsip good governance atau belum? Dan secara fakta yang ada, 
proses pelayanan jasa tersebut belum akuntabel, masih banyak masyarakat yang 
merasa tidak puas akan layanan yang diberikan oleh para birokrat. Sehingga 
memunculkan para calo-calo yang mengambil kesempatan ini. Para calo ini 
menawarkan jasa pembuatan paspor secara instant, tidak berbelit-belit dan waktu 
yang efisien tetapi, harga yang ditawarkan lebih mahal dibanding harga aslinya. 
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Faktor-faktor yang menimbulkan adanya calo adalah tidak efisiennya waktu yang 
diberikan dalam penyelesaian paspor, berbelit-belit, dan kurangnya responsif. 
       Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti 
dirumuskan dalam pertanyaan berikut: Bagaimana akuntabilitas pelayanan 
pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dilihat dari aspek prosedur, 
tepat waktu, biaya, dan responsif ? 
 
I.3 Tujuan Penelitian 
       Untuk mendeskripsikan akuntabilitas dalam pembuatan paspor di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar dilihat dari aspek prosedur, ketepatan waktu, biaya, dan 
responsif. 
 
I.4  Manfaat Penelitian 
       Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut:  
a. Manfaat Akademis  
             Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 
Akuntabilitas pelayanan publik yang dapat digunakan untuk mahasiswa yang 
menggeluti studi keilmuan bidang Manajemen Publik.  
b.  Manfaat Praktis  
       Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat 







II.1 Konsep Akuntabilitas 
II.1.1 Definisi Akuntabilitas 
      Kata akuntabilitas awalnya berasal dari bahasa Anglo-Norman, dan bukan dari 
Anglo-Saxon. Secara historis dan semantik kata akuntabilitas sangat terkait 
dengan kata akuntansi (accounting) dimana secara harfiah berarti pembukuan. Di 
dalam diskursus politik, akuntabilitas dan akuntabel tidak lagi membawa citra 
pembukuan yang kaku dan administrasi keuangan, tetapi membawa janji keadilan 
dan kepantasan. Pada akhir abad 20, bentuk akuntabilitas bergerak dari 
pemahaman akuntansi keuangan ke akuntabilitas publik. Akuntabilitas tidak 
mengacu pada raja untuk menilai, tetapi sebaliknya yaitu kewenangan yang 
dimiliki oleh raja dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Akuntabilitas publik 
instrumen dan sekaligus sebagai sasaran. Instrumen berfungsi meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi kepemerintahan. 
       Akuntabilititas (accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah 
aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah 
sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan 
publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. 
Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif 
pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus 
bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. 
Dengan bahasa yang sederhana, Starling (1998:164) mengatakan bahwa 
akuntabilitas ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik. 
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       Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi 
publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif 
parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti 
antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti 
yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan 
(answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang 
mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai 
keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari 
administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-
pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, 
perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan. 
       Akuntabilitas publik sebagai perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan 
misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 
periodik. Akan tetapi semua kemampuan tersebut baru dirasakan manfaatnya 
apabila mereka mampu menunjukkan pertanggungjawaban hasil kepada publik. 
       Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan 
sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. Akan tetapi hal ini sering 
dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang 
ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah 
pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk 
memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar 
dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana 
diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. 
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Menurut J.B. Ghartey “akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban 
terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, 
kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana”. 
Menurut Ledvina V. Carino ”akuntabilitas merupakan suatu evoluasi 
kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada 
pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggungjawab 
dan kewenangannya. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya 
seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan 
lingkungan”. 
Menurut Jabbra dan Dwivedi (1988) “akuntabilitas merupakan sebagai 
kemampuan seorang untuk menjelaskan alasan perilakunya atau 
tindakannya”. 
Menurut Chandler dan Plano (1988) “akuntabilitas adalah sebagai 
institusi checks and balance dalam sistem administrasi ketika 
administrator harus berperilaku atau mengambil tindakan sesuai 
dengan standar profesional”. 
       Terdapat dua sisi akuntabilitas yang sama-sama penting, yaitu pertama 
akuntabilitas organisasi dan kedua akuntabilitas individual. Akuntabilitas 
organisasi berkenaan dengan tingkat transparansi dari keberhasilan atau 
kegagalan yang dicapai organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang berhasil harus 
secara transparan diberi insentif atau disinsentif yang setimpal. Sedangkan, 
akuntabilitas individual berkenaan dengan personal responbility terhadap 
pencapaian hasil. Dalam hal ini, seorang manajer atau pegawai yang berprestasi 
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atau memiliki tingkat pencapaian hasil yang tinggi harus dipertimbangkan bentuk-
bentuk pengaturan kontraknya. 
       Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama 
dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan 
evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil 
serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian 
(control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang 
saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak 
dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme 
akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya. 
       Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas 
pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak 
unggul. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau 
birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan 
kualitas pelayanan publik. Akuntabilitas sebagai sinonim untuk berbagai 
kebutuhan definisi politik seperti transparansi, keadilan, demokrasi, efisiensi, 
responsivitas, tanggungjawab, dan integritas (Richard, 2000:78).  
 
II.1.2 Jenis Akuntabilitas 
       Ferlie et. al (1997:202-216) membedakan beberapa model akuntabilitas, 
yakni : akuntabilitas ke atas (accountability up-wards), akuntabilitas kepada staf 
(accountability to staf), akuntabilitas ke bawah (accountability downwards), 
akuntabilitas yang berbasis pasar (Market-based forms of accountability), dan 
akuntabilitas kepada diri sendiri (self accountability). 
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       Dua model akuntabilitas yang pertama sesungguhnya tidak banyak berbeda 
dengan konsep-konsep tentang kontrol, pengawasan atau pengendalian di dalam 
birokrasi publik. Kemudian konsep accountability downwards terkait dengan 
konsep demokrasi partisipatif, bahwa aktivitas politik dana pelayanan publik harus 
memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif dan kerjasama antara wakil 
rakyat dan masyarakat pada tingkat lokal. Sedangkan konsep Market based 
forms of accountability mengutamakan adanya kompetisi dan mekanisme pasar 
yang memungkinkan rakyat memiliki pilihan lebih banyak terhadap kualitas 
pelayanan yang dikehendakinya. Pemerintah harus mampu memperluas 
alternatif penyedia pelayanan publik serta menunjang informasi atau menetapkan 
standar yang dapat menjamin adanya akuntabilitas yang baik di dalam pelayanan 
publik. Kemudian juga terdapat konsep self accountability yang pada dasarnya 
merupakan proses akuntabilitas internal yang sangat tergantung kepada 
penghayatan mengenai nilai-nilai moral atau etika para pejabat birokrat yang 
melaksanakan tugas pelayanan publik.   
       Sheila Elwood dalam Raba (2002), mengemukakan empat jenis akuntabilitas 
publik, yaitu : 1) akuntabilitas hukum dan peraturan, 2) akuntabilitas proses, 3) 
akuntabilitas program, dan 4) akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas hukum dan 
peraturan yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber 
dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan 
audit kepatuhan. Akuntabilitas proses yaitu akuntabilitas yang terkait dengan 
prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. 
Jenis akuntabilitas ini diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang 
cepat, responsif, dan murah biaya. Akuntabilitas program yaitu akuntabilitas yang 
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terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan 
baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif 
program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. 
Akuntabilitas kebijakan yaitu akuntabilitas yang terkait dengan 
pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan 
masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga 
masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam 
pengambilan keputusan. 
       Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood 
diatas, maka pejabat publik di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 
disamping harus berakuntabilitas menurut hukum atau peraturan, juga dalam 
proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang 
diimplementasikan, dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan. 
       Chandler dan Plano (1998) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu : 
1) akuntabilitas fiskal – tanggung jawab atas dana publik, 2) akuntabilitas legal – 
tanggung jawab untuk mematuhi hukum, 3) akuntabilitas program – tanggung 
jawab untuk menjalankan suatu program, 4) akuntabilitas proses – tanggung 
jawab untuk melaksanakan prosedur, dan 5) akuntabilitas outcome – tanggung 
jawab atau hasil. 
       Sedangkan O’Donnel (1999) membedakan adanya dua jenis akuntabilitas 
dalam lingkungan pemerintahan, yaitu : Pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu 
akuntabilitas yang dilakukan lembaga negara (pemerintahan) kepada warga 
negara (rakyat), baik dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan 
umum atau dilakukan secara tidak langsung melalui organisasi masyarakat sipil 
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atau media massa. Kedua, akuntabilitas horizontal, yaitu akuntabilitas yang 
dilakukan oleh lembaga negara (pemerintahan) kepada lembaga akuntabilitas 
yang dibentuk di lingkungan internal negara (pemerintahan) sendiri. Misalnya, 
sendiri. Misalnya, akuntabilitas eksekutif kepada legislatif, badan peradilan, 
lembaga auditor publik, komisi HAM, komisi pemberantasan korupsi, dan lain-
lain. 
   
II.1.3 Indikator Akuntabilitas 
       David Hulme dan Mark Turner (1987), mengemukakan bahwa akuntabilitas 
merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk 
mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti : 1) legitimasi bagi para pembuat 
kebijakan (legitimacy of decision masker), 2) keberadaan kualitas moral yang 
memadai (moral conduct), 3) kepekaan (responsiveness), 4) keterbukaan 
(openess), 5) pemanfaatan sumberdaya secara optimal (optimal Resources 
utilization), dan 6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas (improving 
efficiency and effectiveness). 
       Menurut Hulme dan Turner, akuntabilitas terkait dengan beberapa 
pertanyaan berikut ini : 
1) Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang 
jujur, adil, dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal? 
2) Apakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup memadai? 
3) Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi 
yang berkembang di masyarakat luas? 
4) Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai? 
5) Apakah sumberdaya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal? 
18 
 
6) Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan 
sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien? 
Faktor-faktor yang mendukung akuntabilitas adalah : 
1) Besarnya partisipasi penduduk dan penerima layanan dalam 
menegakkan akuntabilitas. 
2) Perlunya penggambaran fungsi dan kekuasaan yang tidak hanya 
menurut garis hierarki (vertikal) tetapi juga horizontal. 
3) Perluanya dialog dengan masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas 
dengan bahasa yang mudah dipahami. 
4) Meningkatkan partisipasi penerima layanan terhadap aktivitas dan 
fungsi lembaga publik terhadap masyarakat. 
5) Mendorong media pers untuk memberi cukupan yang lebih luas 
tentang aktivitas pembangunan di tingkat distrik. 
6) Menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian akuntabilitas. 
       Walaupun demikian, akuntabilitas bukan alat mesin yang dapat dipasang, 
lalu dengan sendirinya berjalan efektif. Akuntabilitas merupakan proses 
administrasi-politik yang hanya dapat dicapai dengan upaya yang sungguh-
sungguh dan berkelanjutan. Proses evolusinya membutuhkan kesadaran dan 
kewaspadaan publik. Akuntabilitas tidak hanya memberi pernyataan finansial 
pada otoritas atau lembaga yang lebih tinggi, namun merupakan sumber 
pengetahuan yang terbuka. Semakin besar partisipasi penduduk dan penerima 
layanan, semakin besar akuntabilitas pejabat publik. 
       Akuntabilitas memang bukanlah segala-galanya namun merupakan 
mekanisme pengungkapan pandangan. Penggambaran fungsi dan kekuasaan 
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menurut garis hierarki saja tidak akan mendukung akuntabilitas, maka 
penggambaran horizontal tentang kekuasaan dan otoritas juga penting. 
Akuntabilitas merupakan proses dialog antara pejabat publik dan penerima 
layanan, maka pemahaman penerima layanan sangat penting.  
       Plumpter (1981), menyatakan bahwa untuk mencapai akuntabilitas 
diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1) Exemplary leadership, dimaksudkan bahwa seorang pemimpin harus 
sensitif, responsif dan akuntabel dan transparan kepada bawahan. 
2) Public debate, artinya sebelum kebijakan yang besar disahkan 
seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mendapatkan 
hasil yang maksimal. 
3) Coordination, dimaksudkan bahwa koordinasi yang baik antara semua 
instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya 
akuntabilitas. 
4) Autunomy, artinya instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan 
menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan 
paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi. 
5) Explicitness and clarity, artinya standar evaluasi kinerja harus 
diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara 
jelas apa yang harus diakuntabilitaskan. 
6) Legitimacy and acceptance, tujuan dan makna akuntabilitas harus 
dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar 
dan aturannya dapat ditentukan dapat diterima oleh semua pihak. 
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7) Negotiation, maksudnya harus dilakukan negosiasi nasional mengenai 
perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan 
kewenangan setiap instansi pemerintah. 
8) Educational campaign and publicity, dimaksudkan perlu dibuatkan pilot 
project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan 
kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi 
mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. 
9) feed back and evaluation, bahwa akuntabilitas harus terus menerus 
ditingkatkan dan disempurnakan maka perlu informasi sebagai umpan 
balik dari penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya. 
10)  Adaption and recycling, yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat 
akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem 
akuntabilitas harus secara terus-menerus tanggap terhadap setiap 
perubahan yang terjadi di masyarakat.    
 
II.2 Konsep Pelayanan Publik 
III.2.1 Definisi Pelayanan Publik 
      Kata pelayanan menurut kamus berarti : (1) Perihal atau cara melayani; (2) 
usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) 
kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual-beli barang atau jasa; (4) 
jasa. Melayani adalah pekerjaan pelayan, yaitu membantu menyiapkan 
(mengurus) apa-apa yang diperlukan oleh seseorang atau meladeni seseorang. 
Layanan yang baik (prima) atau buruk (jelek) merupakan dampak hasil (outcome) 
dari proses pelayanan. Menurut Sianipar (1998) pelayanan adalah cara melayani, 
membantu menyiapkan, mengurus dan menyelesaikan keperluan/kebutuhan 
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individu atau sekelompok orang, artinya objek yang dilayani adalah individu, 
pribadi, dan kelompok organisasi. Sedangkan menurut Luthans dalam Moenir 
(1995) konsep pelayanan dapat diberi pengertian sebagai proses menunjuk 
kepada segala upaya pencapaian tujuan tertentu. 
Pelayanan publik (public service) adalah salah satu cabang pembahasan 
yang cukup aktual dalam kajian birokrasi. Kinerja pelayanan publik merupakan 
salah satu cermin kinerja birokrasi secara umum. Pelayanan publik merupakan 
suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan 
fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun nonjasa, yang dilakukan oleh 
organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan.  Pelayanan publik 
menjadi ujung tombak interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Pelayanan 
publik dengan demikian merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan 
penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan 
publik. Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan 
menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi 
dan efektivitas, tetapi harus dilihat pula dari indikator-indikator yang melekat pada 
pengguna jasa, seperti kepuasan penggunaan jasa, akuntabilitas dan 
responsivitas (Dwiyanto dkk, 2002). 
       Pelayanan publik oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) diartikan sebagai 
segala bentuk kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya 
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pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. (LAN, 20:2003) 
       Secara umum pelayanan publik menurut Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala 
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 
publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Fitzsimmons (1982) mengatakan bahwa customer satisfaction with 
service quality can be defined perception of received with expectation 
of service desired ( maksudnya rasa puas orang yang memerlukan 
pelayanan bias diartikan dengan memperbandingkan bagaimana 
pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan 
yang diharapkan). 
 
Menurut Roth pelayanan publik adalah sebagai layanan yang tersedia 
untuk masyarakat, baik secara umum (seperti di museum) atau secara 
khusus (seperti di restoran makanan). 
Menurut Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik sebagai 
berikut: Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara 
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berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan 
pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan 
dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. 
Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan 
publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. 
       Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada warga Negara untuk 
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, 
sehingga efektifitas suatu system pemerintahan sangat ditentukan oleh baik 
buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.  
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan pada 
asas-asas umum kepemerintahan yang baik, meliputi : 
a. Kepastian hukum 
b. Transparan 
c. Daya tanggap 
d. Berkeadilan 
e. Efektif dan efisien 
f. Akuntabilitas 
g. Tidak menyalahgunakan kewenangan 
Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 
sebagai abdi masyarakat. Sebagaimana pengertian umum pelayanan publik 
menurut Kepmenpan nomor 63 Tahun 2003, maka pelayanan publik 
diselenggarakan untuk pemenuhan kebutuhan pemerima pelayanan maupun 
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pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang 
prima dapat dinilai dari proses dan produk layanannya. 
Prinsip-prinsip pelayanan publik : 
1) Kesederhaan : Tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 
dilaksanakan. 
2) Kejelasan : 
•   Persyaratan teknis dan administratif. 
•    Unit bekerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam  
     memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/sengketa. 
•    Rincian dan tata cara pembayaran. 
3) Kepastian Waktu : Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
4)  Akurasi : Produk dapat diterima dengan benar, tepat dan sah. 
5)  Keamanan : Proses dan produk memberikan rasa aman dan kepastian 
hukum. 
6) Tanggung Jawab : Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggara pelayanan 
dan penyelesaian persoalan. 
7) Kelengkapan Sarana Prasarana : Tersedianya sarana dan prasarana 
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 
teknologi telekomunikasi dan informatika. 
8) Kemudahan Akses : Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat. 
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9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan : Pemberi pelayanan harus 
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan 
dengan ikhlas. 
10) Kenyamanan : Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan 
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan 
sehat serta fasilitas pendukung seperti parkir, toilet, tempat ibadah dll. 
Setiap negara dimanapun serta apapun bentuk pemerintahannya selalu 
membutuhkan pelayanan publik. Di Indonesia berbagai konsep pelayanan publik 
pernah dikenalkan. Misalnya dalam SK Menpan No. 81/1993 yang cukup terkenal 
dijelaskan mengenai : 
1) Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan yang diberikan oleh 
siuatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan 
wewenangnya. 
2) Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan yang diberikan secara 
tunggal oleh suatu instansi pemerintah terkait lainnya. 
3) Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara 
terpadu pada suatu tempat/lokasi oleh beberapa instansi pemerintah 
sesuai dengan kewenangan masing-masing. 
4) Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan publik yang oleh 
suatu instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang 
pelayanan publik. Atau juga disebut dengan “pelayanan prima”. 
 
Kenyataan di lapangan pelayanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa 
pelayanan yang diberikan oleh birokrat kita sangat rumit, prosedural, berbelit-belit 
lama, boros atau tidak efisien dan efektif serta menyebalkan. Adanya struktur dan 
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fungsi birokrasi yang overlapping menyebabkan tidak efisien serta 
tanggungjawab yang tidak jelas. Warga negara berkeinginan agar pelayanan 
yang diperoleh lebih efisien, dan idealnya dengan pajak yang rendah, dan secara 
simultan hak-hak mereka dapat dilindungi, suara mereka didengar, nilai-nilai dan 
pilihan-pilihannya dihargai. 
 
II.2.2 Akuntabilitas Pelayanan Publik 
Kita dapat memahami good governance sebagai pijakan pertama dari 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam palayanan publik. Jadi, good 
governance sebenarnya mempunyai makna sebagai “kepengelolaan” atau 
“kepengarahan yang baik” bukan “kepemerintahan yang baik”. Pada saat ini 
tuntunan akan good governance menjadi semakin mendesak, sehingga harus 
diakomodasikan dalam standar penilaian kinerja pemerintahan. Pusat perhatian 
utama dari governance adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas. 
Di Indonesia goverment diartikan sebagai pemerintah. Dengan memahami 
dirinya sebagai pemerintah, maka goverment Indonesia mempunyai 
kecenderungan untuk bertindak sebagai penguasa daripada pelayan. Kembali ke 
istilah governance, pertanyaannya kepada siapakah akan diterapkan? Dunia 
usaha? Pemerintah? Betul, tetapi bukan mereka saja. Secara umum governance 














Dari gambar diatas tampak bahwa governance berlaku bagi semua organisasi. 
Karakteristik good governance, yaitu : 
1.  Partisipasi masyarakat artinya, semua warga masyarakat mempunyai 
suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun 
melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan 
mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan 
kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas 
untuk berpartisipasi secara konstruktif. 
 
2.  Aturan hukum, tegaknya supremasi hukum, artinya, kerangka hukum 
harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya 
hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 
 
3.  Tranparansi artinya, tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang 
bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi 
dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang 






















4. Sikap responsif artinya, lembaga-lembaga dan seluruh proses 
pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang 
berkepentingan. 
 
5.  Berorientasi pada konsensus artinya, tata pemerintahan yang baik 
menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi 
terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik 
bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan apabila mungkin, konsensus 
dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. 
 
6.  Kesetaraan/kesederajatan artinya, semua warga masyarakat mempunyai 
kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 
 
7. Efektifitas dan efisiensi artinya, proses-proses pemerintahan dan 
lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga 
masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada 
seoptimal mungkin. 
 
8.  Akuntabilitas artinya, para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor 
swasta dan organisasi-organisasi masyarakat, bertanggungjawab baik 
kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang 
berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu 




 9. Visi strategis artinya, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif 
yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan 
pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan 
untuk mewujudkan perkembangan tersebut, mereka juga harus memiliki 
pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang 
menjadi dasar bagi perspektif tersebut. 
        
Sementara itu, United Nations merumuskan indikator good governance yang 
meliputi: 1) kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan 
kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistim administrasi publik yang 
efektif dan responsif, 2) akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan 
dalam pengambilan keputusan, 3) partisipasi dalam proses demokrasi, dengan 
memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta, 4) perhatian 
terhadap pemerataan dan kemiskinan, dan 5) komitmen terhadap kebijakan 
ekonomi yang berorientasi kepada pasar.  
           Administrasi publik Indonesia, melalui LAN (2000), meng-Indonesiakan good 
governance sebagai kepemerintahan yang baik dan mendefinisikan good 
governance sebagai penyelenggaraan yang solid dan bertanggungjawab, serta 
efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di 
antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. 
Davis dan keating menegaskan bahwa pertanyaan pokok dari good 
governance adalah apakah pemerintah tahu apa yang harus dikerjakannya dan 
apakah mereka mengerjakan dengan efisien (2000). Jadi, sebenarnya governance 
adalah masalah kepercayaan dan hal itu berkenaan dengan kontrol atau 
pengendalian. Jadi, sebenarnya good governance adalah pengendalian yang baik 
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agar cara dan penggunaannya dengan cara sungguh-sungguh mencapai hasil 
baik. 
Dalam konteks ini diperkaitkan antara good governance dengan 
penyelenggaraan desentralisasi karena desentralisasi pembangunan dapat 
berujung kepada dua hal, yaitu : pembangunan yang hanya bermakna 
“pemindahan sentralisasi pembangunan ke daerah” dengan ekses Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme (KKN)  atau “desentralisasi KKN”. Desentralisasi yang didukung 
oleh good governance diyakini dapat menurunkan peluang bagi penyimpangan 
dalam tingkat pelayanan karena ada satu prinsip pokok dalam good 
governanceyang tidak bisa diingkari, yaitu akuntabilitas. Sepanjang 
penyelenggaraan desentralisasi bersifat akuntabel, maka penyimpangan dapat 
diminalisir. Dengan kata lain dapat diharapkan implementasi dari good governance 
yang dapat membantu antara lain : 
 
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinreja pemerintah daerah. 
2. Terbentuknya kebijakan-kebijakan publik yang mendukung peningkatan 
daya saing dan produktivitas daerah. 
3. Terciptanya manajemen daerah yang sungguh-sungguh mencerminkan 
pengembangan aspirasi, potensi, dan peluang pembangunan daerah. 
 
Namun demikian perlu diakui bahwa perhatian terhadap nilai-nilai lain masih 






Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat mencapai keberhasilan jika : 
1) Pegawai publik memahami dan menerima tanggung jawab atas hasil 
yang diharapkan dari mereka. 
2) Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan 
tanggungjawabnya bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas 
digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu 
bersangkutan. 
3) Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai 
respons atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya. 
4) Bila menteri dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai 
mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri 
untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi 
fungsi normal administrasi. 
 
Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, 
baik kepada publik maupun kepada atas/pemimpin unit pelayanan instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi : 
a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 
1) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan 
proses antara lain meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), 
profesionalitas petugas, kelengkapan saran dan prasarana, 
kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan 
perundang-undangan) dan kedisiplinan. 
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2) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar 
atau akta atau janji pelayanan publik yang telah ditetapkan. 
3) Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara terbuka, baik kepada publik maupun kepada atasan atau 
pemimpin unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi 
penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan 
upaya perbaikan. 
4) Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan 
publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan. 
5) Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan 
secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku. 
6) Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terasi kerugian 
dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak 
mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
b. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik 
1) Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan. 
2) Pengaduan masyarakat terkait dengan penyimpangan biaya 
pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang 
ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan dari 
pejabat yang berwenang. 
c. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik 
1) Persyaratan teknis dan administrasi harus jelas dan dapat 




2) Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
3) Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah. 
Birokrasi publik dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secara 
objektif oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya 
kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangannya yang dimiliki itu berasal 
(Widodo, 2002). Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya keharusan setiap instansi 
pemerintah untuk menyusun rencana strategi masing-masing, juga merupakan 
salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas pelayanan dan 
terjdinya revitalisasi fungsi pelayanan aparatur pemerintah.  
 
II.2.3 Akuntabilitas Pelayanan Pembuatan Paspor 
Penelitian terhadap akuntabilitas pelayanan publik dilakukan di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar dalam hal pembuatan paspor. Sesuai dengan daftar 
prioritas pelayanan publik menurut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara tentang prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik (Kompas, 16 
Desember 2005) paspor masuk dalam kategori jenis layanan pada sektor imigrasi. 
Paspor juga masuk dalam pelayanan pemerintahan yaitu pelayanan masyarakat 
yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam birokrasi sangat 
dibutuhkan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan baik jasa maupun barang. 
Dengan penelitian ini metode yang digunakan dalam melihat akuntabilitas dari 
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indikator-indikator kinerja para birokrat, yaitu : (1) sifat dan sikap para birokrat 
dalam melayani seperti, bagaimanakah respon para birokrat dalam melayani 
masyarakat baik yang memenuhi syarat atau tidak, apakah memberikan 
senyuman tulus atau dengan wajah yang cemberut, (2) apakah pelaksanaannya 
sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, seperti prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam good governance salah satunya akuntabilitas pelayanan 
publik? (3) apakah sudah tidak ada lagi pencaloan, seseorang yang mengambil 
keuntungan secara ilegal?   
Pemerintah disarankan untuk melibatkan sektor swasta dan masyarakat 
dalam pelayanan publik. Peranpemerintah dalam pelayanan tersebut disarankan 
sebagai pemberi arah dan penentu kebijakan dan standar pelayanan juga sebagai 
fasilitator dan pemberdaya. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak 
terdapat isu menarik yang harus diperhatikan, ditindak lanjuti, dan dipecahkan. 
Misalnya, akhir-akhir ini mulai muncul keragu-raguan menyangkut 
kemampuan sektor swasta dan masyarakat dalam melaksanakan peran tersebut. 
Masalah keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik 
masih menimbulkan polemik, warga masyarakat, pelanggan, ataupun klien 
sebagai penerima pelayanan publik terus mengeluh tentang ketidakpastian dan 
ketidakprofesionalan pemberi pelayana publik. Kenyataan yang biasa kita hadapi 
seperti pengurusan pembuatan STNK, KTP, SIM, paspor, dsb., seringkali tidak 
memberikan pelayanan yang memuaskan. Dengan kualitas seperti ini kita harus 
akui bahwa kita belum mampu bersaing ditingkat global dan masih sulit 
meyakinkan dunia internasional tentang standar pelayanan yang profesional. 
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Secara normatif, suatu organisasi atau perusahaan pelayanan publik 
seharusnya melakukan pengukuran kinerja secara komprehensif dengan 
menggunakan parameter seperti efisiensi, efektivitas, dan kualitas (Martin & 
Kettner, 1996), atau ditambah dengan parameter lain seperti economy, equity, 
sustainability, relevance, responsive, accountability, dan control (Pollitt, Birchall 
and Putman, 1998). 
Dalam pembuatan paspor dibutuhkan pelayanan yang optimal bukan hanya 
mengandalkan melayani apa adanya. Para pegawai seharusnya melihat 
masyarakat sebagai citizen bukan sebagai customer. Semuanya berhak 
mendapatkan pelayanan dalam pembuatan paspor tersebut bukan siapa yang 
memiliki kekuasaan itu yang diutamakan diberikan pelayanan. Dengan demikian, 
muncullah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengambil 
kesempatan ini. 
Pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan 
warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dengan tarif yang sesuai 
dengan perekonomian rakyat, ini juga berlaku pada layanan administratif misalnya 
pembuatan paspor. BUMN juga berperan sebagai penyedia jasa layanan, seperti 
listrik, air bersih, dan akses telepon dengan membebankan tarif secara adil dan 
tidak diskriminatif. 
II.3 Kerangka Pikir 
Kerangka pikir pada dasarnya merupakan penjelasan sementara terhadap 
gejala yang menjadi obyek permasalahan penelitian yang akan dilakukan. 
Penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dalam 
pembuatan paspor terdapat masih banyaknya penyimpangan atau masalah-
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masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik dalam meneliti 
“Akuntabilitas Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar”. 
Ada empat jenis akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sheila Elwood dalam 
Mardiasmo (2002), yaitu : 1) akuntabilitas hukum dan peraturan, 2) akuntabilitas 
proses, 3) akuntabilitas program, dan 4) akuntabilitas kebijakan. Dalam peneliti ini 
lebih mengarah pada jenis Sheila Elwood yang kedua yaitu akuntabilitas proses 
dimana akuntabilitas terkait dengan prosedur yang digunakan dalam 
melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat 





Adapun lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut : 








Indikator “Akuntabilitas Proses” Sheila Elwood : 
 Prosedur 







Akuntabilitas Pelayanan Pembuatan 






III.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian 
Tipe penelitiannya adalah penelitian deskriptif (penggambaran) yaitu suatu 
penilaian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. 
Di dalam penelitian ini berupaya mendeskripsikan kondisi-kondisi yang terjadi 
sekarang dan masa lalu. Data-data atau informasi yang ingin dideskripsikan 
berasal dari hasil wawancara langsung dan observasi. Penelitian deskriptif pada 
umumnya menggunakan kata tanya “bagaimana” dalam merumuskan kalimat 
pertanyaan penelitian (Sugiyono : 1992). 
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan penelitian historis dan studi 
kasus. Penelitian historis adalah penelitian tentang kejadian yang telah 
berlangsung di masa lalu atau kejadiannya telah terjadi. Sumber datanya melalui 
data primer, yaitu orang yang telah terlibat langsung dalam kejadian tersebut dapat 
diwawancarai. Lalu untuk studi kasus, memusatkan kasus secara intensif dan 
mendetail. Meneliti kasus-kasus yang telah terjadi lalu di jumlahkan seberapa 
sering kasus-kasus tersebut terjadi. 
 
III.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar yang bertepatan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 13 Tamalanrea - 
Makassar dimana yang biasa terjadi kecurangan-kecurangan dalam hal 
pembuatan paspor yang biasa disebut pencaloan. 
Lokasi selanjutnya adalah peneliti turun langsung ke lapangan dalam hal ini 
peneliti melihat secara spesifik dan realistik tentang apa yang sebenarnya terjadi 
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di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, apakah benar terjadi ada masyarakat 
yang pernah mengalami berinteraksi langsung dengan pencaloan dalam membuat 
paspor? Apa pendapat masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh para 
pegawai mengenai pelayanan jasa dalam pembuatan paspor?  
 
III. 3 Unit Analisis  
Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Penentuan unit analisis ini 
didasarkan pada pertimbangan obyektif, untuk mendeskripsikan penelitian 
mengenai Akuntabilitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar. 
 
III.4 Informan  
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang 
representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan 
dengan permasalahan yang sedang diteliti.  
Adapun informan yang dimaksud adalah:  
1. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Kasi Lantaskim) 
2. Pemeriksa Keimigrasian 
3. Petugas Loket 
4. Pengguna Jasa Paspor 
5. Penjaga Kantin 
6. Tukang parkir  
III.5 Teknik Pengumpulan Data 
Peneliti menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Untuk 




1. DATA PRIMER 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data 
(peneliti) dari objek penelitiannya. Untuk mendapat data tersebut peneliti terjun 
langsung kelapangan dengan cara wawancara mendalam kepada masyarakat 
yang telah mengalami berinteraksi langsung dengan pencaloan dalam membuat 
paspor, cara lain adalah dengan cara observasi ke lokasi yaitu di Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar.  
a. Wawancara 
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung 
terhadap informan atau responden. Peneliti menggunakan handphone dengan 
aplikasi voice recorder untuk merekam hasil wawancara responden dan peneliti 
juga menggunakan alat tulis berupa buku dan ballpoint untuk menulis hal-hal 
penting yang disampaikan oleh responden. Responden diminta untuk memberikan 
informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan, sikap, dll. 
Wawancara ini dilakukan secara formal (terstruktur). Dalam hal wawancara 
formal, peneliti berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan. 
b. Observasi 
Menurut Young dan Schmidt (1973) observasi adalah sebagai pengamatan 
sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang 
nampak. Peneliti akan datang langsung ke lokasi yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar pada waktu pemberian pelayanan yang berkisar pukul 08.00 – 16.30 
WITA setiap hari senin – jumat, dengan melihat kinerja para pegawai dalam 
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memberikan pelayanan dan melihat apakah ada terjadi pencaloan dalam membuat 
paspor.  
Dalam penelitian observasi ini, peneliti menggunakan seluruh alat indera 
untuk mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi. Alat-alat yang 
digunakan dalam  observasi yaitu buku dan ballpoint untuk mencatat kejadian-
kejadian penting dan peneliti juga menggunakan mechanical devices seperti 
handphone untuk memoto kejadian-kejadian yang terjadi (jika memungkinkan).  
 
2. DATA SEKUNDER 
Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari 
objek penelitian. Data yang digunakan adalah data kepustakaan. Data 
kepustakaan adalah mengumpulkan data-data dan informasi yang terdapat 
diruangan perpustakaan, seperti buku, majalah, koran, dokumen, catatan,  kisah-
kisah sejarah, dll. Peneliti menggunakan data dari koran, dokumen, buku, dan 
catatan.  
III. 6 Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, akan 
disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif 
berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai masalah 
penelitian. 
III.7 Fokus Penelitian  
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data untuk 
menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini. Fokus 
penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Akuntabilitas pelayanan 
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publik terkait dengan beberapa indikator yang sekaligus dijadikan sebagai fokus 
penelitian, sebagai berikut : 
Dalam akuntabilitas proses ada beberapa indikator yang terdiri dari : 
 Prosedur 
Prosedur adalah rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-
keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan 
melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang 
diinginkan. 
 Tepat waktu 
Tepat waktu adalah suatu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
 Biaya 
Biaya adalah harga sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak melebihi harga 
yang ada dan tidak kurang dari harga itu. 
 Responsif 
Responsif adalah pemberi pelayanan harus bersikap cepat tanggap, ramah, 












Gambaran Umum dan Hasil Penelitian 
VI.1 Profil Lokasi Penelitian 
VI.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar 
Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar sebagai 
Gateway Indonesia Timur secara geografis terletak pada posisi strategis karena 
berada dipersimpangan jalur lalu lintas dari arah Selatan dan Utara dalam Provinsi 
di Sulawesi dan Wilayah kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Provinsi 
Sulawesi Selatan secara geografis terletak antara 012’ - 8 LS 11648’ - 12236’ 
BT. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 46.083,94 km2, secara 
administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 
Kabupaten dan 3 Kota, yang terdiri dari 304 Kecamatan. 
Kota Makassar sebelah Utara (dan Timur) berbatasan dengan Kabupaten 
Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang biasa disebut Pangkep. 
Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 1.619,12 Km2 memiliki beberapa komoditi 
unggulan antara lain jambu mete sebesar 735 ton dan Kakao sebesar 514 ton.  
Disamping itu Kabupaten Maros memiliki tempat wisata alam yang menarik yaitu 
Taman Nasional Bantimurung yang dikenal dengan kupu-kupunya dan Goa 
Leang-leang yang merupakan taman pra sejarah yang dikenal lukisan prasejarah 
di dinding goa. 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki luas wilayah 1.122,29 Km² 
berada di ketinggian 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut, memiliki tiga 
dimensi wilayah yaitu : laut, daratan dan pegunungan dengan penduduk berkisar 
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279.887 jiwa yang bermata pencaharian di bidang pertanian, nelayan tangkap 
maupun budidaya, serta usaha budidaya rumput laut. 
Kota Makassar sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa yang 
memiliki luas wilayah 1.883,32 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 617.317 
jiwa. Di Kabupaten ini terdapat beberapa Wisata Alam diantaranya Wisata Hutan 
Malino yang terletak diketinggian 1.500 meter diatas permukaan laun, yang 
berdekatan dengan wisata alam air terjun dan bendungan air Bili-Bili. Selain itu 
terdapat juga wisata pemadian air panas Pencong dengan air panas yang khas. 
Produk unggulan daerah ini adalah hasil perkebunan diantaranya Cengkeh dan 
buah Markisa. 
Adapun Kabupaten Takalar yang berada di sebelah selatan kota Makassar 
memiliki luas wilayah 566,51 Km² dan berpenduduk sebanyak 269.171 jiwa 
dengan laju pertimbuhan ekonomi berkisar 7%.  Kabupaten Takalar memiliki obyek 
wisata pantai Topejawa dan obyek wisata perburuan Rusa yang terletak di Desa 
Barugaya dan Ko’mara yang berjarak sekitar 23 km dari kota Takalar. 
Sedangkan sisi Barat berbatasan dengan Selat Makassar.  
VI.1.2 Penduduk Kota Makassar 
Makassar merupakan kota yang multi etnis penduduk Makassar kebanyakan 
dari Suku Makassar dan Suku Bugis sisanya berasal dari suku Toraja, Mandar, 
Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. 
Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan DAU Tahun 2014 berjumlah 
8.432.163 jiwa yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota, dengan jumlah penduduk 
terbesar yakni 1.429.242 mendiami Kota Makassar. 
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Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan 
lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, hal ini tercermin dari 
angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Hanya di daerah Kabupaten 
Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Toraja Utara yang 
menunjukkan angka rasio jenis kelamin lebih besar dari 100, yang berarti 
penduduk laki-laki di dua daerah tersebut lebih besar dari jumlah penduduk 
perempuan. 
Gambar 4.3 
Jumlah Penduduk di Sulawesi Selatan 
2009-2014 
 
Sumber Data : BPS Sulawesi Selatan 2015 
 
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan hanya sekitar 3,34 persen dari 
total penduduk Indonesia. Dari jumlah penduduk yang masuk dalam kategori 
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miskin, Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang 3,06 persen dari jumlah penduduk 
miskin Indonesia. 
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama kurun waktu empat tahun 
terakhir mencerminkan angka yang sangat baik. Pada tahun 2014 terdapat 
perubahan, metodologi dalam penghitungan IPM. Tahun 2014 IPM Provinsi 
Sulawesi Selatan sebesar 68,49. Namun angka ini masih dibawah angka IPM 
Indonesia yang sebesar 68,9.  
VI.1.3 Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
Kantor Imigrasi Makassar mulai berdiri pada tahun 1948 dimana 
pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Setelah terbentuknya 
Institusi Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka berdirilah Kantor Daerah 
Imigrasi (Kandim) yang terletak di Jl. Seram No. 2 dan sejak tahun 1987 berganti 
nama menjadi Jl. Tentara Pelajar. 
Seiring dengan pekembangan Kota Makassar, pada tahun 1976 Kandim 
berubah nama menjadi Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanditjen). Memasuki 
era reorganisai, pada tahun 1980 berubah menjadi Kantor Imigrasi (Kanim). 
Pada tanggal 19 Mei 2005, Kantor Imigrasi Makassar resmi berkantor atau 
tepatnya pindah dari Jl. Tentara Pelajar No. 2 ke Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 
Daya, Makassar dan pada tanggal 23 Agustus 2005 diresmikan oleh Menteri 
Hukum dan HAM R.I. Bapak Hamid Awaluddin. Pada tanggal 21 Desember 2015 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar telah membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di 
Jalan Sultan Alauddin Makassar. Terobosan ini untuk memudahkan masyarakat 
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yang bermukim di wilayah Selatan Kota Makassar. ULP ini terletak di Ruko Plaza 
Alauddin (belakang McD Alauddin). 
Aktivitas keimigrasian pada Kantor Imigrasi Makassar lebih terfokus pada 
pelayanan seperti pemberian Paspor R.I., pemberian dan perpanjangan Izin 
Tinggal bagi Orang Asing, hal ini dapat dilihat dari cukup tingginya intensitas 
kegiatan pelayanan pada Kantor Imigrasi Makassar. Penegakan hukum 
keimigrasian pada Kantor Imigrasi Makassar selama ini berjalan cukup baik, hal 
ini dapat dilihat jumlah Orang Asing yang dikarantina dan dideportasi dari tahun ke 
tahun cukup signifikan. Semua itu tidak terlepas dari kesigapan aparat Kantor 
Imigrasi Makassar dalam melaksanakan tugas-tugas keimigrasian. Sumber daya 
manusia pada Kantor Imigrasi Makassar terus diupayakan untuk peningkatan 
kualitas kinerja dalam mendukung tugas-tugas keimigrasian dengan demikian 
sistem penegakan disiplin terhadap pegawai dapat ditingkatkan. 
 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar terletak pada daerah yang sangat strategis 
yaitu ± 11 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan berada di 
perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Maros yang sangat mudah dijangkau 
dari berbagai penjuru kota dan kabupaten yang menjadi wilayah kerja Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar berada di jalan poros 
utama menuju Kota Makassar tepatnya beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 
Km.13 Makassar. Berdasarkan kondisi wilayah yang demikian, maka Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 
mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memberikan kontribusinya 
terhadap Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Nasional. Pelaksanaan 
tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar meliputi Tempat Pemeriksaan 
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Imigrasi, Pelayanan Paspor RI, Pelayanan untuk Orang Asing dan Pengawasan 
Orang Asing yang dari tahun ke tahun terus meningkat, seiring dengan 
meningkatnya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia khususnya 
pulau Sulawesi dan makin meningkatnya pula pelayanan jasa keimigrasian pada 
masyarakat. 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis 
sesuai Keputusan Menteri Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1991 mempunyai 
wilayah kerja 1 (satu) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten, meliputi : 
 
 Kotamadya Makassar 
 Kabupaten Maros 
 Kabupaten Pangkep 
 Kabupaten Gowa 
 Kabupaten Takalar 
 Kabupaten Jeneponto 
 Kabupaten Bantaeng 
 Kabupaten Bulukumba 
 Kabupaten Bone 
 Kabupaten Sinjai 
 Kabupaten Selayar 
 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar memiliki 2 (dua) TPI ( Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi ) yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan 
Laut Soekarno Hatta. 
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VI.1.4 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
Adapun visi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar adalah masyarakat memperoleh 
kepastian pelayanan dan penegakan Hukum Keimigrasian. Sedangkan misi 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar adalah memperkuat penegakan hukum 
keimigrasian yang adil dan akuntabel, mendukung terciptanya keamanan negara 
yang stabil, meningkatkan pelayanan keimigrasian yang prima, dan mendukung 
pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. 
VI.1.5 Nilai-nilai, Tujuan, Janji Layanan, dan Tata Nilai Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar 
1. Nilai-nilai 
 Taqwa 
Mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, setiap Insan Imigrasi harus bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan menghindari apa yang menjadi larangan-Nya. 
 Menjunjung Tinggi Kehormatan 
Mengandung pengertian bahwa setiap Insan Imigrasi harus 
menjaga citra serta memelihara kehormatan diri dan institusi secara 
konsisten dan konsekuen. 
 Cendekia 
Mengandung pengertian bahwa sebagai penjaga pintu gerbang 
negara dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan setiap Insan 






 Integritas Pribadi 
Mengandung pengertian bahwa setiap Insan Imigrasi harus 
tangguh dan mampu menjaga kehormatan dan kewibawaan dalam 
menjalankan tugas. 
 Inovasi 
Mengandung pengertian bahwa dalam pencapaian visi dan misi 
banyak tantangan dan hambatan yang akan dilalui, karenanya 
setiap Insan Imigrasi harus mampu melihat situasi dan kondisi saat 
ini dan yang akan datang dengan mencari solusi yang tapat dalam 
pencapaian tujuan organisasi. 
2. Tujuan 
Penjabaran dari visi dan misi juga dimaksudkan sebagai kerangka 
dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas 
pembangunan. Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan HAM 
Tahun 2015 – 2019 adalah : 
1. Terwujudnya kepastian penegakan hukum keimigrasian yang adil 
dan akuntabel. 
2. Terwujudnya penguatan dan fungsi keimigrasian dalam menunjang 
keamanan negara yang stabil. 
3. Terwujudnya pelayanan keimigrasian yang prima. 
4. Terwujudnya peraturan perundang-undangan / kebijakan 
keimigrasian yang menunjang pencapaian pembangunan 
kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan. 
3. Janji Layanan 
 Kepastian Persyaratan 
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 Kepastian Waktu 
 Kepastian Biaya 
4. Tata Nilai 





















VI.1.6 Tugas dan Fungsi 
Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: M.03-
PR.07.04 tahun 1991 Kantor Imigrasi Kelas I Makassar merupakan salah satu unit 
pelayanan teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM RI Sulawesi Selatan yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan 
sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang 
keimigrasian pada Kantor Wilayah Sulawesi Selatan 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 
M.03-PR.07.04 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar terdiri dari 1 sub bagian fasilitas dan 4 bagian 
substantif yang terdiri dari : 
1. Sub Bagian Tata Usaha 
2. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi 
3. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 
4. Seksi Status Keimigrasian 
5. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 
 
Adapun masing - masing bagian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. SUB BAGIAN TATA USAHA 
Tugas : 
Melakukan urusan usaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi 
Fungsi : 
 Melakukan urusan kepegawaian 
 Melakukan urusan keuangan 
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A. Urusan Kepegawaian 
Tugas : 
Melakukan urusan-urusan kepegawaian di lingkungan Kantor Imigrasi 
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
B. Urusan Keuangan 
Tugas : 
Melakukan urusan-urusan keuangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
C. Urusan Umum 
Tugas : 
Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga 
Kantor Imigrasi. 
 
2. SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN 
Tugas : 
Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan 
sarana komunikasi kemigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang 




 Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, 
penyambungan informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan 
keimigrasian 
 Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi dan penggunaan 
serta pemeliharaan sarana komunikasi. 
 
A. Sub Seksi Informasi Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai Warga 
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam rangka kerjasama 
tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional 
keimigrasian. 
 
B. Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian 
serta melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi. 
 
3. SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN 
Tugas : 
Melakukan kegiatan keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian di 
lingkungan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-




 Melakukan pemberian perizinan di bidang lintas batas, izin masuk/izin 
keluar dan fasilitas keimigrasian; 
 Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin 
kembali. 
 
A. Sub Seksi Lintas Batas Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan urutan peristiwa di bidang lintas batas tradisional melalui 
wilayah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dan negara lain 
berdasarkan peraturan dan/atau perjanjian lintas batas yang berlaku, 
pemberian izin masuk/keluar dalam rangka pengaturan keluar orang 
melalui pelabuhan pendaratan di wilayah Negara Republik Indonesia dan 
fasilitas keimigrasian. 
 
B. Sub Seksi Perizinan Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan pemberian dokumen perjalanan izin berangkat dan izin keluar. 
 
4. SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN 
Tugas : 
Melakukan urusan status keimigrasian sesuai peraturan perundang-





 Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing, yang berada 
di Indonesia. 
 Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan 
seseorang mengenai status kewarganegaraannya. 
 
A. Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan penyaringan, penelitian, penyelamatan permohonan alih 
status dan izin tinggal keimigrasian. 
 
B. Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan 
seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk 
kelengkapan permohonan kewarganegaraan. 
 
5. SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 
Tugas : 
Melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing 
di wilayah kerja Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan 






 Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan 
mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing 
 Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran 
keimigrasian. 
 
A. Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian 
dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang 
asing. 
 
B. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian 
Tugas : 
Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkapan, 
penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat 
dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggar 










VI.2 Hasil Penelitian  
Penelitian terhadap akuntabilitas pelayanan publik dilakukan di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar dalam hal pembuatan paspor. Sesuai dengan daftar 
prioritas pelayanan publik menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara tentang prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik (Kompas, 
16 Desember 2005) paspor masuk dalam kategori jenis layanan pada sektor 
imigrasi. Dalam birokrasi sangat dibutuhkan akuntabilitas dalam pemberian 
pelayanan baik jasa maupun barang karena penyelenggaraan pelayanan publik 
harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada 
atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan-peraturan. Melalui Keputusan MenPAN Nomor 26 Tahun 2004 maksud 
ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai acuan akuntabilitas pelayanan yang 
meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis, dan administrasi biaya, waktu, 
akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi serta pejabat 
yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik.  
 Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar maka dilakukan survey IKM yang dilaksanakan sejak tanggal 
15 Oktober 2015 terhadap 150 responden pemohon jasa keimigrasian 
berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
Kep/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusuan Indeks Kepuasan 
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang meliputi 14 IKM. Hal ini 






Hasil Survey IKM Pada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
 
No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Pelayanan 
1. Prosedur pelayanan 3.07 
2. Persyaratan pelayanan 2.97 
3. Kejelasana tugas pelayanan 3.05 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan 3.09 
5. Tanggung jawab petugas pelayanan 2.91 
6. Kemampuan tugas pelayanan 2.87 
7. Kecepatan pelayanan 3.31 
8. Keadilan mendapatkan pelayanan 3.00 
9. Kesopanan dan keramahan petugas 2.87 
10. Kewajaran biaya pelayanan 3.41 
11. Kepastian biaya pelayanan 3.40 
12. Kepastian jadwal pelayanan 4.00 
13. Kenyamanan lingkungan 4.07 
14. Keamanan pelayanan 3.47 
Sumber Data : Seksi Informasi Dan Sarana Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi  
Dari tabel diatas, maka nilai IKM unit pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Mutu Pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar : B 






Untuk menentukan akuntabilitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar, peneliti menggunakan teori yang di kemukakan oleh 
Sheila Elwood, yaitu akuntabilitas proses dengan indikator : 
VI.2.1 Prosedur 
Prosedur adalah rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-
keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui 
serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Begitupula 
prosedur di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar mengacu kepada SOP penerbitan 
paspor dalam Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) yang telah ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal Imigrasi  yang dapat dilihat pada lampiran SOP yang ingin 
menghasilkan suatu tujuan yaitu penerbitan paspor baru.  
Sesuai yang dilihat dilapangan oleh peneliti sendiri mengenai prosedur 
pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sudah jelas. Prosedur dapat 
dilihat melalui website resmi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar ( 
http://makassar.imigrasi.go.id ) atau dapat datang langsung ke kantornya. Prosedur di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sudah sesuai dengan peraturan yang ada yang telah 
ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 
2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara 











Alur Proses Permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia 
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Paspor biasa sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan dengan 
menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Permohonan paspor 
dapat diajukan dengan dua cara, yaitu : manual atau elektronik. Dengan 
melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan. 
Menurut Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Kasi Lantaskim) Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar, Bapak HKF : 
“... menurut saya lebih efektif pembuatan paspor yang manual dibanding 
secara online karena kenapa yang online tetap saja dia ke Kantor Imigrasi 
untuk ngurus ini-itu dan tetap mereka bertanya-tanya. Kalau manual dia harus 
ke sini dan sudah jelas pastinya. Masalah harga sama dengan manual dan 
online sama-sama Rp 355.000.” (Kamis, 14 Januari 2016). 
Peneliti juga telah mewawancarai seorang pengguna jasa yang mengatakan: 
“Untuk seperti kami pasti akan lebih memilih manual datang langsung ke sini. 
Orang tua sudah tidak tau yang namanya internet. Mungkin itu lebih mudah 
untuk orang-orang yang tau internet saja. Tapi dua-duanya sama saja.” 




















Penyelesaian Paspor RI 




Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan paspor secara manual lebih 
efektif dibanding pembuatan secara online walaupun masyarakat menggunakan 
jalur pembuatan paspor secara online mereka akan tetap datang ke Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar. Masalah harga manual dan online sama yaitu Rp 
360.000. 
 Adapun persyaratan permohonan pembuatan paspor baru : 
1.  Mengisi formulir permohonan 
2.  Melampirkan dokumen asli dan fotocopy 1 (satu) lembar : 
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan 
pindah ke luar negeri 
b. Kartu Keluarga (KK), memuat alamat yang sama dengan KTP 
c. Akta kelahiran/akta perkawinan atau buku nikah/ijazah/surat baptis 
(dokumen yang memuat nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang 
tua); 
d. Surat kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh 
kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian 
pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang 
telah mengganti nama. 
 Permohonan penggantian paspor karena habis masa berlaku/halaman 
penuh : 
 
1.  Mengisi formulir permohonan 
2.  Melampirkan dokumen asli dan fotocopy 1 (satu) lembar : 
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a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan 
pindah ke luar negeri; 
b. Kartu Keluarga (KK), memuat alamat yang sama dengan KTP; 
c. Akta kelahiran/akta perkawinan atau buku nikah/ijazah/surat baptis 
(dokumen yang memuat nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang 
tua); 
d. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang 
telah mengganti nama; 
e. Paspor lama. 
 Prosedur permohonan pembuatan paspor secara manual/walk-in/datang 
langsung : 
a. Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual , pemohon harus 
mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan 
dokumen kelengkapan persyaratan 
b. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada poin 1 
c. Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, pejabat 
imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan dan kode 
pembayaran 
d. Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan belum lengkap, 
pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan 




 Prosedur permohonan pembuatan paspor secara Elektronik : 
a. Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik, pemohon 
harus mengisi aplikasi data yang tersedia pada laman resmi Direktorat Jenderal 
Imigrasi 
b. Dokumen kelengkapan persyaratan harus disertakan dengan cara memindai 
dokumen kelengkapan persyaratan dan dikirimkan melalui surat elektronik 
c. Pemohon yang telah mengisi aplikasi data sebagaimana dimaksud pada poin 1 
memperoleh tanda terima permohonan dan harus dicetak sebagai tanda bukti 
permohonan 
d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 3 yang telah diperiksa dan 
memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan 
surat elektronik. 
 Penerbitan paspor bisa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas : 
a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan 
b. Pembayaran biaya paspor 







 Langkah-langkah penerbitan paspor biasa adalah : 
a. Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen 
kelengkapan persyaratan. 
b. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah memenuhi 
persyaratan dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh 
Pejabat Imigrasi. 
c. Dalam hal terdapat kesamaan biodata permohonan dengan biodata daftar 
pencegahan yang termuat dalam Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian, 
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
d. Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dengan 
surat penolakan dan rincian data pencegahan yang dicetak dari Sistem Informasi 
Manajemen Keimigrasian. 
e. Dalam hal persyaratan belum lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 
mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam 
waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 
f. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
huruf e disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang 
belum dipenuhi. 
g. Dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama permohonan tidak tercantum 
dalam daftar pencegahan, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan 
foto dan sidik jari. 
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h. Pejabat Imigrasi wajib melakukan wawancara dengan mencocokkan antara 
keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan dokumen persyaratan asli 
pemohon. 
i. Pejabat Imigrasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada 
pemohon. 
j. Pemohon melakukan pembayaran biaya paspor biasa pada Bank persepsi atau 
melalui fasilitas pembayaran perbankan. 
k. Dalam hal Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menemukan kecurigaan terhadap 
persyaratan permohonan, keterangan pemohon, dan atau keabsahan dokumen 
asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan penelitian atau 
pemeriksaan lebih lanjut. 
l. Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf l dimuat 
dalam berita acara pemeriksaan. 
m. Dalam hal pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar terhadap 
persyaratan pemohonan, keterangan pemohon dan/atau keabsahan dokumen asli 
persyaratan yang dimilikinya, permohonan dibatalkan. 
n. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf m telah 
dialokasikan blanko Paspor biasa,  Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib 




o. Dalam hal pemohon tidak melanjutkan mekanisme dalam jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari, permohonan pengajuan paspor biasa dibatalkan. 
p. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud huruf o telah 
dialokasikan blanko Paspor biasa, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib 
membatalkan blanko Paspor biasa tersebut dan dicatat dalam Sistem Informasi 
Manajemen Keimigrasian. 
q. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan proses verifikasi dan adjudikasi 
terhadap penerbitan paspor biasa 
r. Verifikasi dan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada huruf q dilakukan dengan 
mencocokan data biometrik pemohon dan biasa data yang tersimpan dalam 
Sistem Informasi manajemen Keimigrasian 
s. Dalam hal pada tahapan verifikasi dan adjudikasi tidak ditemukan duplikasi data 
pemohon, proses penerbitan paspor biasa dilanjutkan pada tahapan pencetakan 
dan uji kualitas. 
t. Mekanisme pembayaran dan besarnya biaya penerbitan paspor biasa 
sebagaimana dimaksud dalam huruf j sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
u. Seluruh biaya yang berkaitan dengan permohonan paspor biasa yang telah 
disetorkan pada Kas Negara oleh pemohon tidak dapat ditarik kembali. 
v. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam 
waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara. 
68 
 
w. Batas waktu penerbitan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada huruf v 
berlaku juga terhadap Paspor biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar 
Negeri. 
x. Waktu penyelesaian penerbitan Paspor biasa sebagaimana disebutkan pada 
huruf w dan huruf v dikecualikan, bagi penerbitan Paspor biasa untuk alasan 
penggantian paspor rusak, penggantian paspor hilang, atau penggantian paspor 
duplikasi. 
y. Penyerahan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada huruf y wajib dicatat 
dalam buku  penyerahan paspor biasa dan ditanda tangani oleh pengambil. 
Paspor Biasa yang telah selesai dapat diambil oleh : 
 Pemohon dengan menunjukkan tanda  bukti pembayaran dan bukti identitas yang 
sah; 
 Orang lain yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan denga pemohon dengan 
menunjukkan tanda bukti pembayaran, fotokopi kartu keluarga, dan kartu identitas 
pengambil yang sah; atau 
 Orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon 
dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran, surat kuasa, dan identitas pengambil 
yang sah; 
 
Menurut Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Kasi Lantaskim) Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar, Bapak HKF : 
“... prosedur pembuatan paspor sudah dapat dilihat melalui media elektronik 
atau online bisa diakses melalui website resminya Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar atau bisa juga datang langsung ke sini. Menurut saya prosedurnya 
sudah sangat jelas sekali. Kami juga sudah melakukan sosialisasi dimana-
mana mengenai prosedur ini beserta persyaratan berkas-berkasnya. 
Kebetulan saya pernah menjadi narasumber disebuah stasiun TV swasta lokal 
(SUN TV) disana saya memberi informasi tentang pembuatan paspor. Jadi 
Imigrasi di Bandara dan Pelabuhan sana semuanya saya yang bawahi. Jadi 
perlu saya himbau kembali untuk sebelum ke sini tolong berkas-berkasnya 
diperiksa kembali apakah sudah lengkap atau belum. Persyaratannya itu 
berkas-berkasnya harus dilampirkan beserta yang aslinya. Kita cuma meminta 
yang copyannya saja. Jadi persyaratannya itu harus ada KTP, Kartu Keluarga 
(KK), akta kelahiran/buku nikah/ijazah/surat baptis(yang memuat identitas si 
pemohon) masing-masing satu lembar. Untuk persyaratan yang akta 
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kelahiran/buku nikah/ijazah/surat baptis itu dipilih salah satunya saja jika tidak 
ada akta kelahiran bisa digunakan buku nikah/ijazah/surat baptis. Tapi saya 
lebih menyarankan untuk memilih yang ada nama orang tuanya, seperti akta 
kelahiran karena ijazah tidak tercantum nama orang tua.” (Kamis, 14 Januari) 
 
Peneliti juga telah mewawancarai beberapa pengguna jasa paspor mengenai 
prosedur di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar : 
 
“Saya mau pergi ke Singapura makanya buat paspor. Saya menggunakan 
jasanya omku kebetulan omku pegawai imigrasi ji juga. Saya tinggal kumpul 
berkas di dia tapi tetap mengantri untuk foto dan wawancaranya cuma 
dipermudah urusannya. Tidak antri ma lagi untuk ke loket. Saya pakai jasanya 
omku karena saya liat susah prosedurnya saya tidak suka yang ribet-ribet.” 
(STR, 12 Januari 2016) 
“Kurang jelas saya pastikan tuk orang yang pertama buat paspor bakal kalang 
kabut soal berkas karena di kantornya juga tidak ada macam catatan yang 
ditempel didinding itu soal berkas apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan 
paspor. Mungkin orang yang tau internet bisa searching di internet tapi kalau 
yang tidak tau internet kasihan mereka. Jadi alangkah baiknya ada catatan 
mengenai persyaratan berkas apa saja yang dibutuhkan.”(DSN, 13 Januari 
2016) 
“Dulu saya menggunakan pengurus untuk urus pasporku kebetulan itu 
temannya ji kakakku dan dia pegawai kantor imigrasi ji juga. Jadi agak 
gampang mengurusnya karena dia semua yang beritahu tapi tetap ji saya 
yang urus semua cuma sedikit dipermudah. Karena saya lihat agak ribet ki. 
Saya menggunakan jasanya karena saya tidak ngantri mi lagi tuk kumpul 
berkas hanya tunggu panggilan foto dan wawancara. Tetap ambil nomor 
antrian biar kelihatan resmi katanya tapi nomor antrianku diambilkan sama itu 
temannya kaceku.” (AA, 13 Januari 2016) 
“Ini sekarang saya pakai jasa calo dek karena saya dari Bili-bili Gowa. Sudah 
mi saya pikir matang-matang antara lewat yang resmi atau pakai calo dan 
lebih menguntungkan kalau saya pakai calo. Memang saya tau ji melanggar 
kalau pakai calo tapi apa boleh buat lebih banyak keluar uang dan energiku 
kalau lewat resmi dek. Pikir mi saja ongkosku untuk ke Makassar berapa, kali 
mi tiga kali ke sini itu sudah berapa. Kalau pakai calo saya cukup ke sini satu 
kali saja itu untuk kasih berkasku ke calonya lalu pengambilan foto dan 
wawancara sudah itu pulang ma. Pasporku nanti diambilkan ji sama dia. Nanti 
saya ambil pasporku kalau saya sudah mau ke Malaysia karena biar 
bagaimanapun pasti saya lewati ji ini Kantor Imigrasi karena mau ke Bandara.” 
(TN, 13 Januari 2016)  
“Menurutku prosedurnya di sini sudah bagus, sudah mengikuti peraturan yang 
ada. Memang prosedur di Indonesia dikenal berbelit-belit. Hanya saja yang 
bikin ribet itu adalah bolak-baliknya. Bayangkan saja yang bertempat tinggal 
jauh kasihan harus bolak-balik sampai tiga kali. Yang seperti itu masyarakat 
biasanya mau cari cara yang cepat dan mudah ya seperti menggunakan 
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“calo”. Karena yang saya tahu kalau kita pakai calo katanya paspor ta bisa 
diantarkan ke rumah ada juga yang tetap datang ke Imigrasi tapi cuma sekali 
saja pada saat ambil foto dan wawancara karena yang itu memang tidak bisa 
diwakilkan. Terus yang saya dapatkan informasi tentang calo itu ternyata ada 
pegawainya sendiri yang jadi calo ada juga yang dari travel. Saya sempat 
ditawarkan untuk gunakan jasanya pada saat saya mau bikin paspor untuk 
umrah tapi saya tidak pakai saya tetap pakai yang resmi saja biar mi capek 
tidak apa-apa yang jelas caraku resmi dan murah. Saranku bagaimana 
caranya supaya prosedurnya itu tidak bolak-balik lagi ke sana. Masalah 
pembayaran juga itu jadi masalah dek, kita disuruh bayar di bank BNI karena 
sekarang pembayaran lewat bank mi tidak bisa mi lewat petugas karena 
katanya untuk menghindari calo. Tapi, kenapa tidak ditaruh bank BNI dekat 
Kantor Imigrasi atau setidaknya semacam mobil-mobil bank lah atau ada loket 
bank BNI di dalam Kantor Imigrasi karena itu mempermudah juga 
pembayaran. Karena kalau tidak ada bank BNI di Kantor Imigrasi berarti 
masyarakat harus keluar lagi cari bank BNI kan itu merepotkan juga. Sekarang 
memang peraturannya bayar di bank untuk menghindari calo tapi omong 
kosong masih ada ji itu calo berkeliaran di sini. Liat moko itu dek kentara sekali 
ji itu calonya di sini, liat saja yang sibuk ke sana ke sini bawa berkas banyak 
itu mi calo.” (FR, 14 Januari 2016) 
“Cukup jelas penjelasan prosedurnya walaupun awalnya saya agak bingung 
mau ke mana lagi karena waktu itu pertama kalinya saya buat paspor. Tapi 
sampai di loket di kasih tau ji sama petugasnya. Sebelum ke loket juga di kasih 
tau sama satpamnya tentang persyaratannya jadi kita tau mi apa-apa yang 
diperlukan berkasnya sebelum ke loket. Hanya saja yang jeleknya itu kenapa 
masih ada calo yang saya liat di sini.” (NR, 3 Februari 2016) 
 
Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara peneliti bersama Kepala Seksi 
Lalu Lintas Keimigrasian (Kasi Lantaskim) Bapak HKF dan para pengguna jasa 
paspor (masyarakat) mengenai prosedur dan persyaratan di Kantor Imigrasi Kelas 
I Makassar bahwa persyaratan berkas-berkasnya sudah jelas tercantum baik di 
Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sendiri dan telah tersebar di media elektronik 
seperti website resmi Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.  
Menurut Bapak HKF prosedur di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sudah 
sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi lain halnya dengan para pengguna jasa 
paspor yang berpendapat bahwa masih ada calo-calo yang berkeliaran di sana. 
Masih ada pengguna jasa tidak mengikuti prosedur yang resmi malah lebih 
memilih menggunakan pengurus atau biasa disebut dengan “calo”, ini disebabkan 
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karena prosedur yang berbelit-belit yang banyak menyita waktu dan energi. Dari 
hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan ternyata para pengguna jasa 
paspor lebih banyak menggunakan jasa calo dikarenakan tidak mau repot dan 
mau dengan cara yang mudah. Masyarakat menganggap prosedur pembuatan 
paspor sangatlah berbelit-belit dikarenakan harus bolak-balik belum lagi masalah 
pembayaran paspor yang harus melalui Bank BNI artinya masyarakat juga harus 
ke Bank BNI yang letaknya jauh dari Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Masyarakat 
menginginkan di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar terdapat loket Bank BNI atau 
semacam mobil Bank BNI guna mempermudah dalam pembayaran paspor.  
Sudah beberapa kali perubahan peraturan prosedur di Kantor Imigrasi Kelas 
I Makassar yang peneliti lihat dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada tahun 2013 
hingga tahun 2015 pemohon harus datang  sebelum kantor dibuka sekitar jam 6 – 
8 pagi untuk mengambil nomor antrian, tiap harinya nomor antrian hanya sampai 
100 nomor saja. Bahkan kenyataan di lapangan para pemohon pembuatan paspor 
ada yang datang jam 5 subuh untuk mendapat bagian nomor antrian karena 
sebelum jam 7 nomor antrian sudah mencapai 100 nomor. Cara untuk mendapat 
nomor antrian tersebut pemohon mengumpulkan KTP atau SIM ke salah satu 
pemohon pembuatan paspor juga. Pengumpulan KTP tersebut tidak dapat diwakili 
oleh siapapun. Pada tahun 2016 berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjenim Nomor 
: IMI-GR.01.01.0047 Tahun 2016 Tentang Antrian Pelayanan Paspor Republik 
Indonesia terhitung mulai tanggal 11 Januari 2016 diberlakukannya : 
1. Waktu pengambilan nomor antrian permohonan paspor dilaksanakan 
pada pukul 07.30 s/d pukul 10.00 WITA 
2. Nomor antrian hanya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan 
dengan menunjukkan persyaratan permohonan paspor. 
72 
 
3. Pemanggilan permohonan berdasarkan nomor antrian (first come first 
serve) 
4. Pengambilan paspor yang sudah selesai dimulai pukul 10.00 s/d 16.00 
WITA. 
Gambar 4.6 
Tentang Antrian Pelayanan Paspor Republik Indonesia  
Terhitung Mulai Tanggal 11 Januari 2016 
 
Menurut Bagian Pemeriksa Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, 
Bapak AT : 
“Sejak tanggal 11 Januari 2016 itu dek sudah berlaku pengambilan nomor 
antrian sesuai waktu terserah sampai berapa nomor antriannya beda dengan yang 
dulu. Dulu itu sesuai kuantitasnya yang hanya sampai 100 nomor antrian sekarang 
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sudah sesuai waktu. Jadi semenjak diberlakukannya peraturan dari pusat itu 
pengambilan nomor antrian sejak pukul 07.30 s/d pukul 10.00 wita. Kemarin saja 
permohonan pembuatan paspor ada 300 orang kita semua lembur sampai jam 9 
malam. Dulu tidak pernah begitu, kita pulang sesuai jadwal kantor. Maumi diapa 
dek kalau memang peraturan dari atas kita ngikut saja kan kita ini sudah dibayar 
oleh Negara untuk melaksanakan dan menjalankan tugas melayani masyarakat. 
Diberlakukannya peraturan ini karena banyak masyarakat yang SMS langsung ke 
pusat. Banyak yang ngeluh dek karena kalau pakai batasan nomor antrian biasa 
mereka tidak kedapatan istilahnya tidak ada kepastian layanan begitu.” (Kamis, 14 
Januari 2016) 
 
VI.2.2 Tepat Waktu 
 
Tepat waktu adalah suatu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Waktu penyelesaian merupakan salah 
satu dari standar pelayanan publik. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak 
saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 
pengaduan. Semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan, maka akan semakin 
meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan. 
Waktu penyelesaian pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
adalah selama 4 (empat) hari terhitung hari kerja. Mantan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), H Patrialis Akbar mengatakan saat ini 
Indonesia menjadi satu-satunya negara yang tercepat dalam proses 
pembuatan paspor. "Semula proses penerbitan paspor 7 hari, dengan sistem 
pelayanan yang mudah, transparan dan tepat waktu menjadi selambat-
lambatnya 4 hari. Ini tercepat di dunia.” Di dalam Peraturan Direktur Jendral 
Imigrasi No. IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional 
Prosedur (SOP), Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia 
(SPRI) telah di atur mengenai waktu penyelesaian SPRI yaitu 4 hari kerja 
setelah proses foto dan wawancara.  
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Menurut Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar, Bapak HKF : 
“Waktu penyelesaian paspor itu selama 4 hari terhitung hari kerja saja, Sabtu 
dan Minggu tidak terhitung. Jadi kalau sudah membayar di Bank hari Selasa 
berarti selesai paspornya hari Senin. Masalah keterlambatan paspor selesai, 
iya memang biasa terjadi di sini tapi,  tidak sering karena kami mengusahakan 
semampu mungkin untuk menyelesaikannya secepatnya. Paspor yang 
selesai tidak tepat waktu itu dikarenakan nama si pemohon masuk dalam 
daftar orang di cekal. Bisa namanya sendiri atau bisa juga nama orang tuanya 
yang termasuk dalam cekal karena pembuatan paspor inikan seluruh 
Indonesia jadi sebelum dicetak namanya di cek dulu di pusat. Misalnya 
Marliani Kursani, Marliani nama si pemohon dan Kursani adalah nama orang 
tuanya, kita tidak tahu apakah nama Marliani yang masuk daftar cekal atau 
Kursani. Daftar cekal maksudnya mungkin nama tersebut pernah terlibat 
dalam kasus narkoba atau sebagainya. Makanya paspornya terkadang 
terlambat selesai karena identitas orang tersebut harus di cek baik-baik dulu. 
Bisa juga karena paspornya tercecer masuk di dalam gudang karena terlalu 
banyaknya berkas di Kantor ini. Tapi kami tetap berusaha untuk mencari 
paspor yang tercecer itu.” (Kamis, 14 Januari 2016) 
 
Menurut Bagian Pemeriksa Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, 
Bapak AT : 
 “Harus mengikuti alur pembuatan paspor dulu. Nah di sini alur yang terakhir. 
Kalau statusnya disini sudah selesai pasti kami akan kasih tepat waktu. 
Kecuali pada saat wawancara terjadi datanya tidak lengkap nah itu akan 
dipending. Bisa juga karena sistem koneksi antara Bank BNI dengan Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar yang bermasalah padahal orang itu sudah 
membayar karena ini sistem online. Misalnya orang itu sudah membayar 
memang tetapi tidak bisa ter-connect ke sini itu yang akan menghambat 
penyelesaian paspor.” (Jumat, 5 Februari 2016) 
 
Peneliti juga mewawancarai beberapa para pengguna jasa : 
“Sesuai dengan yang dijanjikan.” (STR, 12 Januari 2016) 
 
“Seminggu. Sebenarnya 4 hari ji cuma itu dulu pas kena 2 hari tanggal merah.” 
(DSN, 13 Januari 2016) 
 
“4 hari dan ambil sendiri. Walaupun saya pakai jasa calo tetap saya ambil 
sendiri” (AA, 13 Januari 2016) 
 
“4 hari selesai. Sesuai ji tawwa. Tapi waktu itu kena hari libur Sabtu dan 
Minggu jadi saya ambilnya senin.” (RJL, 14 Januari 2016) 
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“Saya pakai jasa calo sementara saya buat ini pasporku tapi katanya 
pengurusku 4 hari itu selesai mi. Masalah pengambilannya dia yang ambilkan 
pasporku nanti saya ketemu mi sama dia.” (TN, 13 Januari 2016) 
 
“Waktu saya buat paspor sempat pasporku katanya tercecer entah tercecer 
dimana, petugasnya tidak menjelaskan secara rinci karena saya lihat terlalu 
banyak dia urus waktu itu jadi dia bilangnya cuma “tercecer” padahal saya 
mau minta penjelasan yang lebih detail karena waktu itu saya tidak terima 
pasporku belum bisa saya ambil. Empat orang ka bikin paspor saya, anakku 
2 orang, dan suamiku mereka semua sudah bisa mi ambil paspornya sisa 
saya yang belum bisa ambil. Jadi saya mau kasih masukan sedikit ini kalau 
ada lagi seperti begitu tolong diperjelas kenapa bisa demikian.” (YN, 18 
Januari 2016) 
 
“Tepat waktu selesainya, 4 hari sudah selesai .” (NR, 3 Februari 2016) 
 
Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara peneliti bersama Bapak HKF, 
Bapak AT dan para pengguna jasa bahwa biasa terjadi tidak ketepatan waktu 
dalam penyelesaian paspor dikarenakan mungkin orang tersebut masuk dalam 
daftar cekal atau paspornya tercecer atau terjadi kesalahan koneksi antara sistem 
Bank BNI dan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Ketepatan waktu penyelesaian 
paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar menurut peneliti sudah bagus sesuai 
dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama para pengguna jasa. 
 
Menurut Penjaga Kantin Kantor Imigrasi Kelas I Makassar : 
 
“Kalau pakai pengurus dalam ada yang bisa selesai 1 dan 2 hari saja 
paspornya. Jadi tidak nunggu mi sampai 4 hari. Biasa yang gunakan jasa itu 
orang yang mau perlu cepat paspor seperti besok atau lusa sudah berangkat.” 
(Kamis, 14 Januari 2016) 
 
Menurut Tukang Parkir Kantor Imigrasi Kelas I Makassar : 
 
“Saya ada juga orang dalam yang kukenal yang bisa urus paspor. Pegawainya 
sendiri, saya tinggal kasih berkasnya adek ke dia. Kita cuma tinggal foto. 





Jadi, di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar penyelesaian paspor dapat selesai 
satu atau dua hari saja dengan menggunakan jasa pengurus paspor atau “calo” 
yang seperti ini banyak digunakan oleh pemohon paspor yang ingin berangkat 
besok atau lusanya. Tetapi ada juga yang memakai jasa calo penyelesaian 
paspornya sama dengan penyelesaian paspor yang resmi yaitu empat hari. Jadi, 
kesimpulannya adalah setiap calo tidak mematok waktu yang sama tergantung 
para pemohon mau cepat atau tidak. Hal ini sudah tidak sesuai dengan ketepatan 
waktu yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Imigrasi No. IMI-
891.GR.01.01 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem 
Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) telah di atur mengenai 
waktu penyelesaian SPRI yaitu 4 hari kerja setelah proses foto dan wawancara.  
VI.2.3 Biaya 
Biaya adalah harga sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak melebihi harga 
yang ada dan tidak kurang dari harga itu. Biaya pelayanan merupakan salah satu 
dari standar pelayanan publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus 
ditentukan secara konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan 
menimbulkan ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan. 
Biaya pelayanan ini harus jelas pada setiap jasa pelayanan yang akan diberikan 
kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecemasan, khususnya kepada 
pihak atau masyarakat yang kurang mampu. 
Biaya pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sesuai 







Biaya pembuatan Paspor RI berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia.  
 
 Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 
A. Paspor Biasa   
1. Paspor Biasa 48 Halaman Untuk WNI Perbuku Rp 300.000 
2. Paspor Biasa 24 Halaman Untuk WNI Perbuku Rp 100.000 
3. Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI 
Perorangan 
Perbuku Rp 50.000 
4. Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI 
Dua Orang Atau Lebih 
Perbuku Rp 100.000 
5. Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI 
Dua Orang Asing 
Perbuku Rp 100.000 
6. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti Yang 
Hilang Yang Masih Berlaku 
Perbuku Rp 200.000 
7. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti Yang 
Rusak Yang Masih Berlaku 
Perbuku Rp 100.000 
8.  Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti Yang 
Hilang Yang Masih Berlaku 
Perbuku Rp 600.000 
9. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti Yang 
Rusak Yang Masih Berlaku 






 Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 
10. Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang 
Hilang /Rusak yang Masih Berlaku disebabkan  
Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang 
Kapalnya Tenggelam 
Perbuku Rp 100.000 
11. Paspor Biasa 48 Halaman Pengganti yang 
Hilang /Rusak yang Masih Berlaku disebabkan 
Karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang 
Kapalnya Tenggelam 
Perbuku Rp 300.000 
12. Pas Lintas Batas Perorangan Perbuku Rp 0 
13. 
Pas Lintas Batas Keluarga 
Perbuku Rp 0 
14. Jasa Penggunaan Teknologi sistem 
Penerbitan Dokumen Keimigrasian Berbasis 
Biometrik 
Perbuku Rp 55.000 
B Paspor Biasa Elektronik   
1. Jasa Penggunaan Teknologi sistem 
Penerbitan Dokumen Keimigrasian Berbasis 
Biometrik 
Perbuku Rp 600.000 
2. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 24 
Halaman untuk WNI 
Perbuku Rp 350.000 
3. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 24 
Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih 
Berlaku 
Perbuku Rp 800.000 
4. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 24 
Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih 
Berlaku 
Perbuku Rp 350.000 
5. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 48 
Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih 
Berlaku 
Perbuku Rp 1.200.000 
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 Penerimaan Negara Bukan Pajak Satuan Tarif 
6. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 24 
Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang 
Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana 
Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya 
Tenggelam 
Perbuku Rp 350.000 
7. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 48 
Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang 
Masih Berlaku Disebabkan Karena Bencana 
Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya 
Tenggelam 
Perbuku Rp 600.000 
Sumber Data : Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
 
Menurut Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Kasi Lantaskim) Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar, Bapak HKF : 
 
“... untuk biaya paspor bermacam-macam biayanya. Untuk paspor biasa 48 
halaman ini yang paling banyak masyarakat buat biayanya itu Rp 300.000 
tambah biaya foto biometrik Rp 55.000 jadi total biaya paspor untuk paspor 
biasa 48 halaman adalah Rp 355.000 tapi karena bayarnya melalui Bank BNI 
sekarang maka ada biaya tambahan untuk Bank BNI yaitu Rp 5000. Jadi biaya 
keseluruhannya adalah Rp 360.000. Dulu itu memang pembayaran paspor di 
Kantor kami tapi karena kami menghindari adanya calo jadi pembayaran 
sekarang melalui Bank BNI. Pemohon bisa langsung bayar sendiri ke Bank 
BNI tanpa perantara lagi melalui pegawai. Setelah itu resinya disimpan untuk 
bukti ketika pengambilan paspor. Bedanya paspor 48 halaman dengan 24 
halaman yaitu hanya halamannya saja yang beda dan biayanya, biaya untuk 

































Menurut pengguna jasa paspor : 
“360rb . Tidak ada biaya tambahan sudah sesuai dengan peraturannya. 
Karena sudah kucek di undang-undangnya segitu memang biayanya.” (DSN, 
13 Januari 2016) 
“Biaya pasporku sesuai ji dengan peraturan yang ada yang sudah ditetapkan, 
yaitu Rp 360.000. Saya buat paspor sama ibu, bapak, dan adekku. Semuanya 
bayar masing-masing Rp 360.000 juga pembayaran melalui Bank BNI. Saya 
tidak lewat calo ji, saya lewat prosedur yang ada. Memang agak ribet bolak-
balik ke Kantor Imigrasi tapi tidak apa-apa ji.” (KK, 18 Januari 2016) 
“Biaya pasporku Rp 360.000 bayar lewat Bank BNI. Saya buat paspor untuk 
umrah bersama keluarga.” (NRM, 3 Februari 2016) 
Berbeda halnya dengan pengguna jasa dibawah ini yang peneliti telah 
mewawancarai : 
“250rb waktu saya buat. Setahu saya harga pembuatan paspor  355rb tambah 
biaya Bank BNI 5rb. Jadi semua totalnya 360rb tapi saya cuma bayar 250rb 
bayar ditemannya kakakku karena katanya harga teman jadi saya bayar cuma 
250rb saja.” (AA, 13 Januari 2016) 
 
“Saya kurang tau berapa. Seingatku saya bayar lebih hemat maksudnya 
dibawah harga yang ditentukan karena waktu itu saya buat rombongan dari 
kampus. Tidak ada biaya tambahan.” (RJL, 14 Januari 2016) 
 
“Saya pakai jasanya omku karena omku pegawai dalam ji juga tapi tetap saya 
bayar Rp 360.000 lewat dia ji saya kasih” (STR, 12 Januari 2016) 
 
“Saya menggunakan jasa calo (pengurus). Dia itu yang menawarkan jasanya 
ke saya katanya saya tinggal bayar 1,5jt biaya paspor sama transportku mi itu 
PP Bilibili – Makassar sama uang makan juga ke sini. Saya tidak tau berapa 
pastinya harga paspor saja kalau pakai jasanya, dia cuma bilang 1,5jt 
semuanya mi. Saya pakai jasa calo karena lebih untung saya rasa sudah saya 
hitung-hitung kalau pakai jalur resmi sama pakai jasa calo. Bayangkan saja 
kalau saya lewat yang resmi berapa energi dan uangku habis terbuang. Belum 
lagi bolak-baliknya Bilibili – Makassar berapa biaya transportku. Kalau pakai 
calo saya cuma datang satu kali saja hanya kumpul berkas, ambil foto dan 
wawancara yang tadinya orang datang dua kali saya Cuma satu kali saja. 
Nanti pasporku diambilkan sama dia saya tidak perlu datang lagi ke sini. 
Seandainya tidak ada bolak-balik prosesnya satu hari selesai saya tidak pakai 
ji jasa calo pasti saya ji yang urus sendiri.” (TN, 13 Januari 2016) 





Dapat ditarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa melalui jalur 
resmi yang mengikuti peraturan yang ada biaya paspor biasa 48 halaman adalah 
Rp 360.000 sudah termasuk biaya admin Bank BNI senilai Rp 5.000. Lain halnya 
dengan pengguna jasa yang menggunakan jasa calo. Patokan harga yang mereka 
bayar berbeda-beda tiap calonya. Tidak ada harga tetap yang ditentukan oleh para 
calo. 
Selanjutnya hal tersebut diperjelas oleh informan peneliti :  
“Beda-beda memang tiap calo kasih harga. Tergantung calonya mau kasih 
berapa tapi masih bisa ji berlobby itu orang yang mau buat paspor. Deh 1,5jt 
itu orang dari Bili-bili kodong, tidak sampai segitu ji juga. Klo saya uruskan 
orang paling sampai Rp 700.000 ji. Bukan saya yang urus berkasnya tapi 
berkasnya itu nanti saya kasih ke pengurus dalam. Memang beda-beda 
rejekinya orang. Tidak ada memang patokan harga yang ditentukan kalau 
pakai jasa calo ki, tergantung calonya mau kasih berapa.” (Penjaga Kantin, 14 
Januari 2016) 
“Kalau saya uruskan berkasnya orang saya kasih Rp 550.000 ji jangan terlalu 
mahal juga tidak boleh itu. Saya kasih berkasnya ke pegawainya langsung. 
Bayarnya nanti sama saya baru saya kasih mi uang paspormu ke 
pegawainya.” (Tukang Parkir, 14 Januari 2016) 
Masalah biaya pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
sangatlah berbeda-beda. Padahal telah ditegaskan oleh Bapak Kepala Seksi Lalu 
Lintas Keimigrasian (Kasi Lantaskim) Kantor Imigrasi Kelas I Makassar bahwa 
sudah tidak boleh lagi ada namanya calo salah satu upayanya adalah dengan 
membayar biaya paspor lewat Bank BNI bukan lagi lewat pegawai Imigrasi. Tetapi, 
kenyataan di lapangan si calo masih berkeliaran bebas di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar bahkan yang peneliti dapatkan calo disana berbagai macam asalnya, 
ada yang dari pegawainya sendiri dan ada juga yang dari travel ini biasa disebut 
Divisi Biro dan Jasa. Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon pembuatan 
paspor dengan menggunakan jasa calo sangatlah berbeda-beda karena tidak ada 
patokan biaya yang tetap dari si calo. Masih ada pemohon pembuatan paspor 
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yang membayar biaya paspornya melalui pegawai selebihnya itu pegawai atau 
orang lain yang membayar ke Bank BNI jadi, bukan si pemohon sendiri yang 
membayar di Bank BNI. Ini masih terjadi di lapangan. 
Masalah lain yang didapatkan peneliti di lapangan berdasarkan hasil 
wawancara bersama pengguna jasa bahwa pengguna jasa tersebut membayar 
dibawah harga standar biaya paspor, yaitu hanya Rp 250.000 padahal biaya 
paspor yang sebenarnya adalah Rp 360.000 (sudah termasuk admin Bank BNI Rp 
5.000).  
Hal ini dipertegas oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Kasi 
Lantaskim) Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, Bapak HKF : 
“Ouh masalah yang seperti itu memang biasa ada karena banyak hal. Untuk 
seperti itu kami para pegawai menyisihkan sedikit gaji kami untuk 
membayarkan biaya paspornya. Tapi dia tetap bayar diatas setengahnya. 
Contoh kasus yang pernah ada, dulu ada mahasiswa dari bagian Timur saya 
tidak tau pasti dimana, dia itu mau ke luar negeri mau buat paspor tapi 
uangnya tidak cukup karena dia juga di sini kos-kosan katanya dan sudah 
hampir mau berangkat. Lalu ia bertemu dengan saya, ngemis-ngemis dia ke 
saya terpaksa saya suruh bayar dibawah harga standar selebihnya itu saya 
dan pegawai lainnya menyisihkan gaji kami untuk menutupi pembayaran 
paspornya.” (Kamis, 14 Januari 2016) 
VI.2.4 Responsif 
Responsif adalah pemberi pelayanan harus bersikap cepat tanggap, ramah, 
disiplin, sopan dan satun, serta memberikan pelayanan yang ikhlas. Kompetensi 
petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang 
dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan bermutu. Pemerintah harus lebih 
responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan 
lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada 
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masyarakat. Satu hal yang terpenting memang yang harus ada dalam diri masing-
masing petugas pemberi pelayanan adalah sifat responsif. Bahwa mereka harus 
melayani dengan sepenuh hati, bukan memerintah atau merasa lebih berkuasa 
daripada pengguna jasa mereka. 
Sesuai PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, aparat dalam menyelenggarakan 
pelayanan harus bereprilaku sebagai berikut : 
a) Adil dan tidak diskriminatif 
b) Peduli, telaten, teliti, dan cermat 
c) Hormat, ramah, dan tidak melecehkan  
d) Bersikap tegas dan handal serta tidak memberikan keputusan yang 
berlarut-larut 
e) Bersikap independen 
f) Tidak memberikan proses yang berbelit-belit 
g) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar 
h) Menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi penyelenggara 
demi menjaga kehormatan institusi penyelenggara di setiap waktu dan 
tepat 
i) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan 
j) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan 
kepentingan 
k) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasaran pelayanan 
l) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam 
menanggapi permintaan informasi 
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m) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau kewenangan yang 
dimiliki 
n) Sesuai dengan keputusan umum, dan 
o) Profesional dan tidak menyimpang dari prosedur. 
 Perkembangan zaman dan teknologi saat ini memacu perubahan dalam 
berbagai hal, salah satunya tuntutan akan inovasi di bidang pelayanan menjadi 
lebih transparan, cepat dan responsif. Direktorat Jenderal Imigrasi, bertepatan 
dengan hari jadinya yang ke-64, meluncurkan program yang diharapkan dapat 
menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan paspor transparan, cepat dan 
responsif dan dapat mengakomodir keinginan masyarakat, yaitu One Stop 
Service (OSS) atau Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT). Pelayanan satu 
pintu atau satu atap biasa disebut One Stop Service (OSS) adalah mekanisme 
pelayanan perijinan dimana untuk mengurus perijinan, masyarakat cukup datang 
di satu lokasi dan satu meja. Apabila perijinan sudah selesai hasilnya bisa diambil 
ditempat yang sama. OSS adalah mekanisme pelayanan perijinan yang dianggap 
paling efektif dan efisien dilaksanakan pada saat ini. Hal tersebut karena seluruh 
proses perijinan baik administratif maupun teknis dilakukan di satu tempat.  
OSS merupakan penyempurnaan dari mekanisme pelayanan satu pintu, 
dengan karakteristik sebagai berikut : 
1. Tersedianya customer service yang bertugas menjelaskan, menerima 
persyaratan dan memberikan surat perijinan yang diurus. 




3. Masyarakat hanya berhubungan dengan customer service untuk 
mengurus semua jenis perijinan. 
4. Pembayaran biasanya terpusat di kasir/bank. 
5. Surat perijinan ditandatangani oleh penanggungjawab (Kepala) One Stop 
Service. 
Bentuk keresponsifan dari pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar yaitu ketanggapan pegawai dalam membantu masyarakat 
sebagai pengguna jasa. Bagaimana daya tanggap pegawai pemberi pelayanan 
terhadap pengguna jasa sebagai penerima layanan maka akan dapat dilihat 
gambaran tentang kinerja pelayanan yang diperoleh pengguna jasa. Petugas 
harus mampu memberikan dan menjelaskan semua informasi, peraturan dan 
prosedur yang dibutuhkan pemohon dengan segera dan benar. Pegawai tidak 
boleh bersikap acuh tak acuh kepada pengguna jasa dan tidak boleh bersikap sok 
sibuk. 
Seperti yang peneliti dapatkan dilapangan kurangnya sikap keramahan dan 
senyuman yang diberikan oleh pegawai dalam memberikan kejelasan prosedur 
dan persyaratan berkas-berkas dalam pengurusan pembuatan paspor.  
Berikut hasil wawancara peneliti bersama pengguna jasa : 
“Kurang ramah. Kurang senyum dari pegawainya.” (DSN, 13 Januari 2016) 
“Ini saya buatkan orang tuaku paspor karena mereka tua mi. Semuanya saya 
yang uruskan sampai selesai dari pengambilan nomor antriannya. Sampai di 
loket saya yang maju orang tuaku saya suruh duduk saja, pegawainya bilang 
“mana orangnya yang mau buat ini paspor? kamu apanya? suruh ke sini yang 
mau buat paspor” dengan ekspresi marah-marah. Jadi menurutku sikap 
pegawai di loket kurang baik tidak usahlah pakai marah-marah. (MZ, 14 
Januari 2016) 
“Waktu itu berkas persyaratanku sudah lengkap. Tapi pas di loket katanya 
namaku cuma dua nama jadi harus ditambah satu nama lagi yang diambil dari 
nama bapaknya bapakku. Untuk urusan itu saya harus bikin surat pernyataan 
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yang diambil di bagian koperasi imigrasi. Waktu itu saya kurang mengerti 
maksudnya dan minta ka dijelaskan lagi, saya liat cara menjelaskan 
pegawainya kurang senyum saya tidak tau mungkin dia capek atau 
bagaimana.” (KK, 18 Januari 2016) 
“Seperti waktu pengambilan pasporku, sikap pegawai yang bagian 
penyerahan paspor sangat acuh menurutku karena dia tidak menjelaskan 
kenapa bisa pasporku tercecer hanya bilang tercecer saja tanpa penjelasan 
rasional. Yang seperti ini harus diperbaiki agar masyarakat percaya dengan 
alasannya juga.” (YN, 18 Januari 2016)  
“Lumayanlah pelayanannya. Terkadang memang bikin jengkel karena kurang 
senyum.” (NR, 3 Februari 2016) 
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap para pegawai pemberi pelayanan 
di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar kurang responsif dalam memberikan 
pelayanan. Kurang responsif dalam artian kurang ramah, kurang memberikan 
senyuman, dan daya tanggap yang kurang. 
Berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh Bagian Pemeriksa 
Keimigrasian, Bapak AT : 
“Banyak masyarakat yang SMS tentang keluhannya masalah nomor antrian 
yang dibatasi tiap harinya, yaitu 100 per hari. Jadi sekarang peraturan dirubah, 
bukan lagi menurut kuantitas tetapi menurut waktu. Ini peraturan dari pusat. 
Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan tersebut karena kita sudah 
dibayar oleh Negara jadi harus dilaksanakan tugas tersebut.” (Kamis, 14 
Januari 2016) 
Menurut Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar, Bapak HKF : 
“Bagian pelayanan sudah jelas semua baik dari persyaratan maupun 
prosedurnya. Biaya dan waktunya pasti masyarakat sudah tau karena 
pegawai kami akan memberikan kejelasan kepada masyarakat pembuat 
paspor.” (Kamis, 14 Januari 2016) 
Menurut Bagian Pemeriksa Keimigrasian, Bapak AT  bahwa pegawai di 
Kantor Imigrasi telah tanggap atas keluhan-keluhan masyarakat yang telah 
disampaikan. Sedangkan menurut Bapak HKF bahwa para pegawai akan 
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memberikan kejelasan tentang persyaratan dan prosedur pembuatan paspor 
maka dari itu semuanya sudah jelas. 
Hal tersebut diperjelas oleh Petugas Loket Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
tentang sikap responsif yang dimiliki oleh petugas : 
“Menurutku sikap responsif para pegawai sudah bagus. Kita sudah 
memberikan kejelasan prosedur dan persyaratan yang jelas pada saat 
pemohon sudah ada di loket. Ketika mereka sudah ada di loket kita akan 
memeriksa berkasnya kalau sudah lengkap baru kita akan memberikan nomor 
antrian untuk foto dan wawancara. Memang terkadang pemohong 
beranggapan bahwa pegawainya terlalu menyusahkan, harus diluruskan 
masalah ini bahwa bukan menyusahkan tetapi mungkin saja si pemohon 
berkasnya tidak lengkap makanya kita suruh untuk melengkapi berkasnya 
dulu atau namanya tidak cukup 3 nama maka kita akan menyuruh dia untuk 
ambil surat pernyataan di koperasi. Nah ini yang terkadang banyak 
masyarakat keluhkan.” (Jumat, 5 Februari 2016) 
Dapat ditarik kesimpulan menurut Petugas Loket Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar mengatakan bahwa sikap responsif para pegawai sudah bagus dalam 
hal memberikan kejelasan prosedur dan persyaratan. Tetapi pendapat lain yang 
didapatkan dari pengguna jasa bahwa kurang responsifnya para pegawai di Kantor 











KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Kantor 
Imigrasi Kelas I Makassar mengenai “Akuntabilitas Pelayanan Pembuatan Paspor 
di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar”. Penelitian ini menggunakan teori dari Sheila 
Elwood mengenai “akuntabilitas proses” yang memiliki empat indikator, yaitu : 
prosedur, ketepatan waktu, biaya, dan responsif. Dilihat dari empat indikator 
tersebut bahwa pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 
belum berjalan akuntabel karena masih banyaknya calo-calo yang berkeliaran. 
Padahal di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sendiri telah menerapkan tata nilai 
yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif tetapi kenyataannya 
tidak demikian. Maka peneliti akan menyimpulkan hasil penelitiannya dilapangan 
sebagai berikut :  
1. Prosedur di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sudah baik dari segi kejelasan 
persyaratan berkas-berkas dan alur pembutan paspor. Semuanya sudah 
dapat dilihat melalui website resmi Kantor Imigrasi atau bisa juga datang 
langsung ke Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Hanya saja yang peneliti 
dapatkan di lapangan setelah melakukan observasi langsung ke masyarakat 
(pengguna jasa paspor) banyak mengatakan prosedur pembuatan paspor 
sangat berbelit-belit yang harus bolak-balik ke Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar sebanyak 2-3 kali. Hal ini yang biasanya masyarakat lebih memilih 
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untuk menggunakan jasa calo. Kebanyakan masyarakat lebih memilih cara 
instan walaupun bayar diatas harga paspor sebenarnya.  
2. Biaya pembuatan Paspor RI berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku adalah Rp 355.000 dengan 
biaya tambahan admin Bank BNI sebesar Rp 5.000 jadi total biaya paspor 
untuk paspor biasa 48 halaman adalah Rp 360.000 pembayaran melalui 
Bank BNI. Ini juga menjadi masalah yang peneliti dapatkan bahwa banyak 
pengguna jasa paspor mengeluh tidak adanya loket atau mobil-mobil yang 
disediakan di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar guna mempermudah 
pembayaran karena dengan adanya loket atau mobil Bank di Kantor Imigrasi 
Kelas I Makassar pengguna jasa tidak perlu lagi keluar ke Bank BNI untuk 
pergi membayar cukup di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar saja. Tidak 
sedikit pengguna jasa yang peneliti dapatkan di lapangan menggunakan 
jasa calo yang harus membayar diatas biaya sebenarnya. Biaya 
menggunakan jasa calo berbeda-beda tiap calonya dan juga sesuai 
kecepatan selesai paspor yang inginkan. Ada yang Rp 1.000.000 dengan 
penyelesaian hanya satu hari, ada juga yang Rp 550.000 dengan 
penyelesaian sama dengan penyelesaian paspor yang resmi yaitu empat 
hari. Tergantung dari calonya memberikan harga dan ini tidak ada patokan 
harga yang disepakati bersama.   
3. Waktu penyelesaian paspor berdasarkan Peraturan Direktur Jendral 
Imigrasi No. IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 Tentang Standar 
Operasional Prosedur (SOP), Sistem Penerbitan Surat Perjalanan 
Republik Indonesia (SPRI) telah di atur mengenai waktu penyelesaian 
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SPRI yaitu 4 hari kerja setelah proses foto dan wawancara. Hasil 
wawancara peneliti bersama pengguna jasa bahwa ada yang selesai 
lebih dari 4 hari. Tetapi dengan menggunakan jasa calo paspor bisa 
selesai kurang dari 4 hari bahkan hari ini mengurus besok sudah selesai. 
4. Pegawai pemberi pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dalam 
hal responsif masih kurang baik seperti yang peneliti dapatkan dilapangan 
dari hasil wawancara dan melihat langsung bahwa kurangnya sikap 
keramahan dan senyuman yang diberikan oleh pegawai dalam memberikan 
kejelasan prosedur dan persyaratan berkas-berkas dalam pengurusan 
pembuatan paspor.  
Dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar sepanjang tahun 2015 terhitung dari bulan Januari – Desember bahwa 
kinerja unit pelayanan mendapatkan nilai B (baik). Berdasarkan 14 Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, 
kejelasan tugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab 
petugas pelayanan, kemampuan tugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan 
mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya 
pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan 
lingkungan, dan keamanan pelayanan.  
V.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, 
peneliti memiliki saran agar berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 
instansi atau lembaga serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Adapun saran-saran yang peneliti berikan adalah : 
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1. Perlunya prosedur yang tidak berbelit-belit. Masyarakat (pengguna jasa) 
menginginkan prosedur yang tidak harus bolak-balik lagi.  
2. Perlunya loket atau mobil Bank BNI di dalam Kantor Imigrasi Kelas I 
Makassar guna mempermudah dalam pembayaran. 
3. Ketelitian dalam proses pembuatan paspor agar tidak ada lagi paspor 
yang tercecer yang mengakibatkan keterlambatan penyerahan paspor. 
4. Peningkatan kualitas pemberian pelayanan dalam pembuatan paspor 
kepada masyarakat. Perlunya sikap ramah, murah senyum, kedisiplinan, 
tidak adanya diskriminasi, dan daya tanggap yang ditingkatkan. 
5. Harus ada sanksi atau hukuman bagi calo dan masyarakat yang 
menggunakan jasa calo tersebut agar calo tidak berkembang menjadi 
banyak dan masyarakat menjadi segan untuk menggunakan jasa calo. 
6. Harus ada sanksi atau hukuman bagi pegawai yang kedapatan tidak 
memberikan pelayanan yang sesuai aturan yang kurangnya keramahan, 
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